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ABSTRAK 

Judul               : Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pasca Diakuinya Yerusalem 

Sebagai Ibukokat Israel 

Penulis            : M. Faqih Hamdani 

Pembimbing   : M. Fathoni Hakim, M.Si. 

Keyword         : Konflik Palestina-Israel, Kebijakan Luar Negeri, Pengakuan 

meningkatkan dukungan untuk Palestina baik bilateral maupun multilateral pada 

tingkat regional maupun internasional, meliputi keikut sertaan Indonesia dalam 

KTT luar biasa OKI di Turki, dukungan pada forum DK PBB dalam isu 

Yerusalem, serta pada forum MU PBB. Tidak hanya dukungan dalam bentuk 

moril tetapi Indonesia juga memberikan bantuan kepada Palestina secara materiil 

dalam upaya dukungannya terhadap Palestina. Ketiga, Pembebasan biaya pajak 

ekspor Palestina untuk masuk Indonesia. Ekonomi merupakan bagian penting 

dalam konteks internasonal. Baik arus barang dan jasa maupun arus modal 

membuat negara-negara tertentu bergantung pada negara lain. Kebijakan ini 

mendapat apresiasi dari menteri luar negeri Palestina yang menunjukan keseriusan 

Pemerintah Indonesia dalam membantu Palestina. 
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Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengakuan sepihak Yerusalem sebagai 

Yerusalem oleh Amerika Serikat 

ibukota Israel oleh Amerika Serikat (AS). Dalam memfokuskan pembahasan 

Indonesia dalam merespon isu yang terjadi di Yerusalem. Peneliti menggunakan 

penelitian ini, peneliti mengkhususkan kajian pada kebijakan luar negeri 

jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, kemudian diperkuat 

dengan penelusuran data melalui sumber primer, dalam hal ini staff Fungsional 

Diplomasi dari Direktur Timur Tengah, Direktorat Jendral Asia Pasifik dan Afrika 

sekunder berupa buku, laporan penelitian-penelitian terkait, maupun informasi 

Kementrian Luar Negeri RI melalui wawancara, dan diperkuat dengan sumber 

media massa. Selain itu, penelitian ini juga menjadikan konsep kebijakan luar 

negeri prespektif K.J Holsti sebagai instrument analisis untuk mengungkap dan 

menjawab rumusan masalah penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Dari 

proses penelitian yang dilakukan, ditemukan beberapa fakta, bahwa: Pertama, 

kebijakan luar negeri Indonesia dalam merespon isu Yerusalem tidak terlepas dari 

berbagai faktor mempengaruhinya, meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor 

internal yang meliputi national interest (kepentingan nasional. Secara konstitusi 

menjaga perdamaian dunia. Selain itu ikatan secara religio cultural dari mayoritas 

UUD 45 sebagai perwujudan dasar pengambilan kebijakan untuk ikut serta dalam 

rakyat Indonesia dan Palestina membuat dukungan dan tuntutan dari masyarakat 

eksternal, kota Yerusalem sebagai kota suci dari tiga negara yang menjadi 

untuk pemerintah Indonesia dalam pengambilan kebijakan luar negeri. Secara 

sengketa antara Palestina dan Israel membuat pemerintah Indonesia tidak tinggal 

diam. Selain dari sisi kemanusiaan, konflik yang terjadi pada sengketa Yerusalem 

tersbut membuat sensitifitas agama tersentuh. Kedua, Secara aktif Indonesia 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Lebih dari setengah abad konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina 

tak kunjung usai. Konflik yang terjadi menjadi meluas dan melibatkan banyak 

negara. Awal dari konflik tersebut bermula ketika PBB member mandate kepada 

Pemerintah Inggris yang berada di Palestina dengan membagi wilayah Palestina 

menjadi dua bagian. Wilayah ini untuk masyarakat Palestina dan Yahudi. 

Keputusan tersebut mendapatkan penolakan dari rakyat Palestina, karena banyak 

masyarakat yang sudah sejak lama tinggal di wilayah tersebut. Sejalan dengan 

haltersebut sikap yang diambil Israel ingin menguasai wilayah Palestina memicu 

terjadinya konflik yang berujung perang dengan sekala luas.1 

Sikap Yahudi kepada Paelstina di latar belakangi dari firman : “pergilah 

dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri 

yang akan Kutunjukkan kepadamu; Aku akan membuat engkau menjadi bangsa 

yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau 

akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati 

engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua 

kaum di muka akan mendapat berkat.“ Al kitab kejadian 12,1-4.2 

Isi dalam firman tersebut sebagai dasar bangsa Yahudi untuk merebut 

tanah yang diyakini sebagai tanah leluhurnya. Sebagaimana yang telah menjadi 

impian mereka sebagai tanah air.  Tanah air bagi bangsa Yahudi yang telah lama 

1 Abd.Rahman, Mustafa. Jejak-jejak Pejuang Palestina.(Jakarta:kompas,2002) 
2Dra. Hermawati, M.A, Sejarah Agama dan Bangsa Yahudi, (Jakarta:PT Raja Grafindo,2005) 
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mengasingkan diri dan berpencar-pencar di negara-negara pembuangan. Oleh 

karena itu bangsa Yahudi ingin menguasai wilayah Palestina sebagai tanah airnya. 

Lanjut dalam konflik yang terjadi di Palestina-Israel terdapat sebuah kota 

yang menjadi perebutan antara keduanya. Yerusalem merupakan salah satu kota 

yang sangat sering dipermasalahkan oleh kedua negara. Hal tersebut membuat isu 

keagamaan digunakan sebagian kelompok yang menjadikan isu Yerusalem tidak 

hanya masalah politik namun lebih dari itu menjadi masalah agama. Masalah 

tersebut membuat impian perdamaian antara Palestina-Israel di Yerusalem 

semakin jauh.3   

Yerusalem memang mempunyai sisi unik tersendiri dibandingkan dengan 

kota lainnya di dunia. Selain di kota ini sebagai tempat yang sangat penting untuk 

tiga agama (Yahudi, Kristen dan Islam) untuk beribadah, kota ini juga tempat dari 

lahirnya agama terbesar yaitu Yahudi dan Kristen.4 Dari penjelasan tersebut 

terlihat jelas mengapa Yerusalem sangat berarti dan menjadi perebutan antara 

Palestina dan Israel.  

Israel berusaha menjadikan Yerusalem sebagai Ibukotanya. Namum niatan 

tersebut selamanya akan ditolak oleh Palestina,dan tidak selamanya tidak diakui 

oleh masyarakat Internasional. Akibatnya kedutaan-kedutaan besar yang awalnya 

berada di Yerusalem memindahkan kedutaan besarnya ke Tel Aviv, meskipun 

masih ada yang bertahan konsulat-konsulat jendral di Yerusalem.5  

3 Riza, Sihubdi. Menyandera Timur Tengah.(Jakarta:Mizan,2007) 
4 Trias Kuncahyono, Yerusalem: Kesucian, Konflik, dan Pengadilan Akhir, (Jakarta: Penerbit 

Buku Kompas, 2008) Hal.32 
5 Ibid hal 33 
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Dewasa ini konflik Palestina dan Israel terkait Yerusalem semakin 

memanas setelah presiden Amerika Serikat (AS) mengakui Yerusalem sebagai 

ibukota Israel. Hal ini mendapatkan berbagai kecamanan dargi beberapa negara 

yang mendukung Palestina khususnya Indonesia. Pada 6 Desember 2017 sesuai 

janji kampanyenya secara mengejutkan Donald Trump sebagai Presiden AS 

mengakui kota Yerusalem sebagai Ibukota Israel. Keputusan itu membuat 

perubahan besar pada kebijakan negerinya yang telah berjalan beberapa dekade 

terhadap persoalan Israel dan Palestina.6 

Peristiwa yang terjadi di Yerusalem tentu membuat dukungan untuk 

Palestina menjadi sangat diperlukan, Indonesia sebagai negara dengan penduduk 

mayoritas muslim demikian sangat diharapkan dapat menyelesaikan persoalan 

tersebut. Maka sejauh ini penelitian lebih difokuskan pada bagaimana kebijakan 

politik luar negeri Indonesia atas kasus yang ada di Palestina khususnya pasca 

peristiwa diakuinya Jerussalem sebagai ibu kota Israel.  

Kebijakan luar negeri merupakan suatu tindakan yang merepresentasikan 

kepentingan nasional dalam suatu negara. Dalam perumusannya kebijakan luar 

negeri perlu memenuhi aspek kepentingan masyarakat dan kepentingan nasional 

suatu negara. Kebijakan politik luar negeri sebuah negeri tentu dapat dianalisa 

menggunakan berbagai dasar teori, maka dalam hal ini menggunakan konsep dari 

Wiliiam D. Coplin sebagai dasar analisisi untuk penelitian ini. Hal ini sangat 

penting untuk memberikan pandangan dalam menganalisis kebijakan luar negeri 

Indonesia terhadap isu Palestina. 

6 Jurnal Info Singkat vol.X, No. 01/Puslit/Januari/2018 
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Coplin menjelaskan empat determinan pengambilan kebijakan luar negeri, 

antara lain: determinan Internasional, determinan dalam negeri, determinan 

pengambil keputusan serta determinan kondisi militer dan ekonomi.7 Empat hal 

tersebut menurut coplin sangat mempengruhi kebijakan luar negeri suatu negara. 

Konsep tersebut akan membantu untuk menganalisa kebijakan yang diambil oleh 

suatu negara dalam memutuskan kebijakan luar negerinya.   

Hubungan Indonesia-Palestina terjadi sejak Indonesia memproklamasikan 

menjadi bangsa yang berdaulat, menganut politik luar negeri bebas aktif, dalam 

artian bebas itu tidak memihak pada satu blok dan memilih caranya sendiri dalam 

menyeleseikan masalah-masalah Internasional. Sedangkan aktif diartikan bahwa 

Indonesia secara aktif mendukung dan berusaha dalam memelihara perdamaian 

dunia dan secara aktif berpartisipasi dalam peyeleseian masalah yang terjadi pada 

dunia Internasional.8 

Banyak hal yang dilakukan oleh Indonesia dalam misi perdamaian di 

Palestina. Dapat dilihat kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh para Presiden 

Indonesia pada masa kepemimpinannya. Mulai dari kepemimpinan presiden 

Soekarno yang sangat menentang Israel pada konflik dengan Palestina sampai 

sekarang ini masa pemerintahan presiden Joko Widodo sang masih konsisten 

untuk mendukung Palestina untuk mendapatkan hak-haknya . 

Indonesia sebagai penggagas KAA masih mempunyai hutang kepada 

Palestina untuk memperjuangkan kemerdekaannya, untuk iu indonesia akan selalu 

7 William D. Coplin. Pengantar Politik Internasional: Suatu telaah teoritis. (Bandung: Sinar Baru, 

1992). 
8M. Riza Sihbudi. Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah. (Bandung: PT ERESCO,1993)  
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memberikan sikap untuk isu Palestina yang dinilai merampas hak-hak Palestina. 

Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi Indonesia. Secara religio cultural 

Indonesia sangat mempunyai kedekatan dengan Palestina karena mayorita 

penduduk Indonesia beragama Islam.   

Indonesia tak henti-hentinya menjadi yang terdepan memperjuangkan hak-

hak Palestina untuk mendapatkan kemerdekaanya. Dibawah kepemimpinan 

presiden Joko Widodo diplomasi sebagai instrumen politik luar negeri harus bisa 

dilakukan secara efektif supaya tujuan-tujuan yang ada pada politik luar negeri 

tercapai. Berbagai upaya diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam 

menjembatani konflik Isrel-Palestina, Demi mewujudkan perdmaian di Palestina, 

Indonesia berusaha menguatkan soliditas antar negara-negara anggota OKI untuk 

bekerja sama dalam misi perdamaian konflik di Yerusalem.   

Pada tangal 16 Desemeber 2017 draft resolusi berhasil dibawa ke DK 

PBB. Sebanyak 15 negara anggota tetap dan tidak tetap DK PBB melakukan 

pemungutan suara di markas besar PBB, Kota New York, Negara Bagian New 

York, Amerika Serikat. Sejak kali pertama draf resolusi diedarkan ke seluruh 

negara anggota, DK PBB yakin resolusi tersebut tidak akan gol. AS jelas akan 

menggunakan hak vetonya. Sebagai anggota tetap DK PBB, Negeri Paman Sam 

memang punya hak istimewa.9 

Kementerian Luar Negeri RI memaparkan respons Indonesia terkait hasil 

sidang yang meloloskan resolusi yang menentang pengakuan Donald Trump atas 

Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Tanggapan Indonesia dijelaskan dalam 

9 www.jawapos.com/internasional/19/12/2017. diakses pada tanggal 23 juli 2019 

http://www.jawapos.com/internasional/19/12/2017
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beberapa hal diantaranya10. Pertama, Hasil (sidang darurat Majelis Umum PBB) 

tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dan rakyat Indonesia bersama mayoritas 

dunia, mendukung perjuangan rakyat Palestina. Kedua, Indonesia akan terus 

melanjutkan perjuangan diplomasi bagi kemerdekaan Palestina dan memberi 

bantuan konkret bagi pembangunan Palestina. 

Seperti yang telah diperkirakan sebelumnya draf resolusi itu gagal 

diadopsi karena veto AS, meskipun 14 negara anggota DK lainnya setuju. Veto 

AS sudah diperhitungkan Indonesia dan negara-negara OKI. Oleh karena itu, 

Indonesia dan dua negara OKI lainnya yaitu Yaman dan Turki mengajukan 

resolusi serupa dalam sidang MU PBB. Langkah ini merupakan kesepakatan 

negara-negara OKI di Istanbul yang akan membawa resolusi penolakan keputusan 

AS ke MU PBB jika gagal di DK PBB.  

Sebagai bentuk bantuan Indonesia dalam sektor kerjasama ekonomi, 

Indonesia memberikan kebijakan pembebasan bea pajak untuk produk-produk 

Palestina. Hal ini setelah penandatanganan nota kesepakatan (MoU) yang 

dilakukan oleh Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, dengan Menteri 

Ekonomi Nasional Palestina, Abeer Odeh pada tahun 2017.11 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

11/pmk.04/2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 

229/pmk.04/2017 tentang tata cara pengenaan tarif  bea masuk atas barang impor 

10 www.liputan6.com/global/read/3203932 diakses pada tangg 23 Juli 2017 
11 Liputan 6 , RI Bebaskan Bea Masuk Kurma Palestina Mulai 1 Januari 2018 

http://www.liputan6.com/global/read/3203932
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berdasarkan perjanjian atau kesepakatan Internasional.12 Kementrian Keuangan 

memberikan bebas bea pajak untuk produk yang berasal dari Palestina. 

Hubungan yang terjadi antara Indonesia-Palestina berikut bentuk 

kebijakan pemerintah Indonesia menjadikan hal ini menarik untuk diteliti, maka 

dalam hal ini penulis mengambil judul “Kebijakan Luar Negeri Indonesia 

Pasca Diakuinya Jerussalem Sebagai Ibukota Israel Oleh Amerika serikat”. 

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Kebijakan luar negeri Indonesia pasca diakuinya Yerusalem 

sebagai Ibukota Israel oleh Amerika Serikat pada tahun 2017? 

C. Tujuan Penelitian

Mengetahui kebijakan luar negeri Indonesia pasca diakuinya Yerusalem 

sebagai Ibukota Israel oleh Amerika Serikat serta faktor-faktor yang mendukung 

kebijakan tersebut. 

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

 Manfaat dari penelitian ini memberikan uraian tentang kebijakan luar 

negeri Indonesia menanggapi konflik yang terjadi di Palestina pasca diakuinya 

Yerusalem sebagai Ibukota Israel oleh Amerika Serikat. Penelitian ini juga 

menambah wawasan teoritis bagi mahasiswa yang fokus pada kajian ilmu sosial 

dan politik. 

12 https://engine.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/peraturan-menteri-keuangan-11pmk-042019 

https://engine.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/peraturan-menteri-keuangan-11pmk-042019
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2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis dapat memberikan informasi terhadap 

masyarakat tentang kebijakan yang diambil Pemerintah Indonesia terhadap 

konflik yang terjadi anrata Israel dan Palestina khususnya dalam kasus pengakuan 

Yerusalem sebagai ibukota Israel oleh Amerika Serikat dan secara aktif maupun 

tidak aktif mendukung resolusi perdamaian antara kedua negara. 

E. Tinjauan Pustaka

1. Skripsi Muhammad Jamaluddin Patytama (2018) dengan judul “Upaya OKI

dalam Penolakan Penetapan AS atas Status Yerusalem Pada Sidang PBB”.13

Dalam skripsi ini menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Organisasi 

Kerjasama Islam (OKI)dalam menolak penetapan AS atas status Yerusalem. 

Dalam upayanya OKI melakukan soft balancing  berupa Konsolidasi Internal 

dan Diplomasi Eksternal. Untuk upaya konsolidasi internal OKI melakukan 

KTT luarbiasa di Istanbul serta melakukan pertemuan-pertemuan dengan 

anggota OKI pasca ketetapan status Yerusalem oleh AS. Diplomasi eksternal 

yang dilakukan oleh negara anggota OKI dengan non anggota dan beberapa 

Instansi-instansi Internasional untuk mendukung penolakan ketetapan 

Yerusalem oleh AS. Perbedaan dalam penelitian ini peneliti memfokuskan 

upaya Pemerintah Indonesia dalam menyikapi ketetapan status Yerusalem 

oleh AS. Sangat berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih 

memfokuskan upaya anggota-anggota OKI dalam penolakan tersebut. 

13eprint.umm.ac.id/39280/ diakses pada tanggal 27 Februari 2019 pukul 13.45 
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Berbeda dengan penelitian sebelumnya, rencana dalam penelitian ini  

memfokuskan pada kebijakan luar negeri Pemerintah Indoesia menanggapi 

pernyataan oleh presiden Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai 

Ibukota Israel. Dalam penelitian terdahulu tidak spesifik ke Negara tertetentu 

karena lebih ke organisasi negara yang tergabung dalam OKI. Hal ini jelas 

berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. 

2. Skripsi Fuad Hasan Asy’ari (2014) dengan judul “IMPLEMENTASI

KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP KONFLIK

ISRAEL PALESTINA PASCA REFORMASI”.14

Dalam skripsi ini membahas secara umum penerapan politik luar 

negeri Indonesia dengan prisnsip bebas aktif. Kaitan dengan prinsip ini 

bagaimana Indonesia secara aktif ikut dalam penyeleseian konflik. Penelitian 

ini menjelaskan peran Indonesia yang secara aktif ikut dalam perdamaian 

konflik antara Palestina-Israel. Seiring berganti-gantinya presiden Indonesia, 

pemerintah tetap konsisten dalam mendukung Palestina dalam misi 

perdamaian antara Palestina-Israel. Perbedaan dalam penelitian ini pada fokus 

yang diambil. Dalam studi kasus penelitian ini memfokuskan pada pernyataan 

presiden AS Donald Trump yang memberi pengakuan bahwa yerusalem 

adalah ibukota Israel. Penelitian ini melihat bagaimana sikap dan kebijakan 

yang diambil oleh pemerintahan Indonesia dalam menanggapi isu tersebut. 

Berbeda dengan penelitian terdahulu dalam hal ini peneliti akan lebih 

memfokuskan pada isu yang terjadi. Dalam penelitian sebelumnya lebih 

14http://eprints.umm.ac.id/25745/2/jiptummpp-gdl-fuadhasana-36569-1-pendahul-n.pdf. Diakses 

pada tanggal 11 Februari 2019 pukul 17.45 

http://eprints.umm.ac.id/25745/2/jiptummpp-gdl-fuadhasana-36569-1-pendahul-n.pdf
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menjelaskan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia 

sejak pasca reformasi sampai era presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 

Tentu berbeda dengan rencana penelitian ini yang lebih memfokuskan pada 

kebijakan luar negeri  Pemerintah Indonesia menanggapi isu yang terjadi 

setelah diakuinya Jerussalem sebagi ibukota Israel.  

3. Jurnal Galuh Lintan Taslim yang berjudul “Sengketa Yerusalem Antara

Palestina dan Israel”.15

Dalam jurnal ini menggambarkan Keputusan Presiden Amerika 

Serikat Donald Trump memberi putusan pengakuan Yerusalem sebagai 

Ibukota Israel telah memicu kecaman dari berbagai pihak. Penelitian ini 

menjelaskan latar belakang kebijakan yang diambil Trump dan dampak yang 

terjadi setelah kebijakan tersebut. Pernyataan Donald Trump yang dengan 

sepihak menyatakan bahwa yerusalem sebagai ibukota Israel, menui banyak 

reaksi. Banyak faktor yang mempengaruhi yerusalem sebagai kota yang 

diperebutkan oleh kedua negara. Dalam sisi ekonomi dan politis faktor yang 

juga mendorong akan terjadinya konflik akan keduanya.  

Berbeda dengan penelitian Galuh Lintan Taslim yang menjelaskan 

konflik yang terjadi di Jerussalem antara Israel dan Palestina. Dalam 

penelitian ini kebijakan luar negeri Indonesia sebagi fokus yang peneliti 

ambil dalam menanggapi konflik di Jerussalem antara Israel dan Palestina. 

Terlebih setelah pengakuan presiden AS terhadap Yerusalem sebagai ibukota 

Israel. 

15http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum 
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4. Jurnal Ernest Nasarius Firmandani yang berjudul “The Legal Status of

Yerusalem in Israel-Palestina Conflict after Donald Trump’s statement; in

Terms of International Law”. 16

Penelitian ini memaparkan status hukum yerusalem adalah inti dari 

konflik berkepanjangan antara Israel dan Paelstina. Pengambilan Yerusalem 

Timur diasumsikan sebagai kota masa depan yang kekal. Selanjutnya 

pernyataan Donald trump mengakui Yerusalem sebagai ibukota Srael 

dianggap menentang PBB. Resolusi No.181 Tahun 1948 bahwa status hukum 

Yerusalem berada dibawah otoritas hukum internasional. Banyak upaya yang 

telah dilakukan oleh PBB dari solusi dua tingkat hingga pembentukan 

berbagai resolusi. Selama tidak ada i’tikad baik diantara dua negara tersebut 

konflik ini akan berlangsung selamanya. 

Pernyataan donald Trump tentang status hukum Yerusalem sebagai 

ibukota Israel adalah semacam pengakuan kedaulatan, meskipun 

mendapatkan kritikna di seluruh dunia. Pernyataan tersebut dianggap 

bertentangan dengan prinsip estoppel. Dalam hal ini presiden AS 

mengingkari janjinya sebagaimana yang disebutkan dalam Resolusi PBB No. 

181 Tahun 1948 bahwa status hukum Yerusalem didefinisikan melalui 

negosiasi. Pernyataan presiden seperti itu dapat secara langsung dan tidak 

langsung memberikan dampak ke banyak negara di seluruh dunia, terutama 

para anggota PBB.  

16 Hangtuah Tuah Law Jurnal, volume 2 issue 2 October 2018 . diakses pada tanggal 23 Juli 2019 
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Dalam penelitian sebelumnya memaparkan bagaimana pengingkaran 

janji Resolusi PBB no.181 tahun 1948 oleh Presiden AS yang secara 

langsung dan tidak langsung berdampak ke banyak negara. Berbeda dengan 

rencana penelitian ini lebih spesifik pada reaksi yang ditimbulkan oleh suatu 

negara. Peneliti mengambil reaksi Pemerintah Indonesia dalam menanggapi 

isu tersebut.  

5. Jurnal Galuh Lintan Taslim yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap

Pengakuan Sepihak Penunjukan Yerusalem Sebagai Ibukota Israel oleh

Negara Amerika Serikat Berdasarkan Hukum Internasional” 17

Dalam jurnal ini dijelaskan tindakan pengakuan sepihak oleh negara 

amerika serikat adalah tidak sah dan merupakan sebuah bentuk dukungan 

kepada negara yang telah melakukan pelanggaran terhadap berbagai macam 

resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum dan Dewan 

Keamanan. Pengidentifikasian terhadap fakta-fakta dikaitkan dengan 

serangkaian aktifitas ekspansi wilayah yang tidak sah ditinjau dari kecamatan 

hukum internasional menunjuk sebuah bentuk ketidakhormatan negara pada 

suatu organ yang memiliki kapasitas dan otoritas khusus sebagai 

penyeimbangan dalam suatu hubungan internasional. 

Amerika Serikat  dibawah kepemimpinan Presiden Donald Trump 

telah menjadi penghancur misi perdamaian bagi Palestina dan Israel dengan 

tindakan pengabaian terhadap hak-hak negara berdaulat untuk menentukan 

nasib sendiri dalam mekanisme penyeleseian sengketa secara damai. Perihal 

17Jurnal de Jure , Volume 10 No. 11 September 2018 
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tindakan yang mengarahkan Departemen Luar Negeri untuk memulai 

persiapan pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Yerusalem yang 

sebelumnya berada di Tel Aviv mengingat status kota yang berada pada 

yurisdiksi internasional adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan menurut 

hukum internasional dan seluruh akibat hukum yang timbul dari ketentuan-

ketentuan tersebut batal demi hukum. 

Penelitian sebelumnya menjelaskan konflik yang tejadi di Yerusalem 

akibat ulah Amerika Serikat dalam pandangan hukum. Menurut hukum 

internasional itu sangat menyalahi hukum yang ada. Namum dalam rencana 

penelitian ini berbeda dalam penelitian sebelumnya. Berfokus pada kebijakan 

yang diambil oleh Pemerintah Indoneisa, peneliti berusaha mencari kebijakan 

luar negeri Indonesia pasca diakuinya sepihak Yerusalem sebagai ibukota 

Israel. 

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan jenis penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang dalam prosesnya lebih 

mengamati data berupa pernyataan verbal, dan sikap pemaknaan bukan 

numeric atau angka-angka.18  Dalam menunjang fakta, akan mengambil dari 

buku-buku maupun jurnal ilmiah dan data yang diperoleh dari stakeholder 

pembuat kebijakan. Metode kualitatif juga didefinisikan sebagai metode yang 

18 Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rakesarsin, 1996). Hal 94 
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berpangkal dari peristiwa-peristiwa krusial yang pada hakikatnya tidak 

bersifat eksak.19 

Mengacu dari rumusan masalah yang menekankan pada pertanyaan 

mengenai “bagaimana” kebijakan luar negeri Indonesia pasca pengakuan 

Yerusalem sebagai ibukota Israel maka penelitian deskriptif merupakan alat 

yang akan digunakan dalam penelitian ini. Metode deskriptif bertujuan untuk 

membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan 

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang 

diteliti.20 

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer 

dan data sekunder. Data primer merupakan data valid tentang politik luar 

negeri Indonesia menyikapi pernyataan Donald Trump yang mengakui 

Yerusalem sebagai ibukota Israel dan. Data primer disini berupa data 

kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia. Dalam hal ini akan 

diperoleh dari pihak pertama yaitu Kementrian Luar Negeri. 

Selanjutnya untuk data sekunder meliputi data yang diperoleh dari 

penelitian-penelitian sebelumnya, baik dalam buku maupun jurnal-jurnal dan 

juga pemberitaan pada situs-situs median online maupun cetak. 

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian, melalui wawancara dan 

penelitian pustaka. Peneliti menggali dalam kebijakan dengan melakukan 

19 Arif Subyantoro dan FX. Suwarto, Metode dan Teknik Penelitian Sosial, (Yogyakarta: Andi, 

2007), hal.78 
20 Mohammad Nazir, Metode Penelitian. (Bogor: Ghalia Utama. 2005), Hal. 54 
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wawancara langsung dengan Fungsional Diplomasi Direktur Timur Tengah 

yakni Izza Maulida Muris untuk mendapatkan data primer yang dicari. 

Peneliti juga menggali data dari buku, jurnal dan situs-situs online lainnya 

untuk memperkuat data. Dalam prosesnya data yang diperoleh akan dikaitkan 

satu sama lain, data yang diperoleh dari buku, jurnal, situs berita online, 

maupun berbagai data lainnya kemudian akan dikaitkan dengan data primer 

yang diperoleh dari pihak pertama melalui wawancara. Pada peneitian ini 

peneliti belum bisa memaparkan nota diplomatik Indonesia yang merupakan 

salah satu instrumen dari kebijakan luar negeri. 

4. Teknik Analisa Data

Pada penelitian ini tek analisis data menggunakan prosedur non 

matematis. Dalam prosesnya nantinya akan menemukan temuan data berbagai 

macam sarana untuk dikumpulkan.21 Setelah data-data terkumpul, kemudian 

disusun secara rinci menggunkan teknik analisis kualitatif. Secara teknis, 

permasalahanyang akan diteliti akan dijelaskan melalui fakta-fakta yang 

digambarkan melalui data-data petunjuk. Setelah itu fakta-fakta tersebut akan 

dihubungkan satu dengan yang lain dengan pendekatan yang telah ditentukan 

sehingga akan menemukan dan memperoleh fakta temuan baru yang dicari.  

G. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN 

Sebagai bab pendahuluan, bagian ini memuat tentang Latar 

Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

21 Anselin Strauss, dan Juliet Corbin, Dasar dasar Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar,2003) hal 5 
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Penelitian, Tinjaun Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika 

Pembahasan. 

BAB II  : Kajian Teori. Memeaparkan teori yang aka dipakai dalam 

penelitian ini 

BAB III : Mendeskripsikan Hubungan antara Indonesia dan Timur Tengah 

juga menjelaskan Sejarah Hubungan Indonesia dan Palestina. 

BAB IV :Analisis Kebijakan Luar Negeri Indonesia pasca diakuinya 

Yerusalem sebagai Ibukota Israel. pada bab ini akan dijelaskan 

faktor-faktor yang melatar belakangi pengambilan kebijakan dan 

kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia 

BAB V : Kesimpulan pada penelitian ini serta saran yang ditulis oleh 

peneliti 



    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  

17 

BAB II 

TINJAUAN TEORITIK 

Pada bab ini, peneliti akan memaparkan konsep dari William D Coplin 

mengenai Teori Pembuatan Kebijakan sebagai dasar analisisi untuk penelitian ini. 

Hal ini sangat penting untuk memberikan pandangan dalam menganalisis 

kebijakan luar negeri Indonesia terhadap isu Palestina. Sejalan dengan itu dalam 

konsep ini akan dijelaskan faktor-faktor yang menjadi pengaruh pengambilan 

kebijakan tersebut. 

Selanjutnya dijelaskan Teori Pembuatan Kebijakan William D. Coplin 

yang menjelaskan faktor determinan dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Ada 

4 determinan mempengaruhi kebijakan luar negeri meliputi : konteks 

Internasional, konteks dalam negeri, pembuat kebijakan serta yang terakhir yaitu 

kondisi ekonomi dan militer mempengaruhi pengambilan sebuah kebijakan luar 

negeri. 

Menurut peneliti konsep kebijakan luar negeri prespektif William D. 

Coplin merupakan salah satu konsep yang membantu dalam upaya peneitian ini. 

Peneliti berupaya menjelaskan proses hingga menjadi putusan sebuah kebijakan 

serta faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut diambil. Untuk itu 

peneliti mengambil konsep William D. Coplin yang dirasa dapat menjelaskannya.   

Teori Decision Making / Pembuatan Keputusan 

Coplin mempunyai dua pandangan dalam melihat perilaku pengambil 

kebijakan sebuah negara, yaitu dengan power politics dan issue politics. 

Pandangan power politics terbagi lagi menjadi tiga, yaitu melihat dari power atau 
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kekuatan negara sebuah negara, bagaimana kebijakan yang dikeluarkan, dan 

bagaimana cara penyampaian kebijakan tersebut22. Yang pertama dilihat dari 

posisi negara tersebut dalam power struggle global, apakah negara tersebut 

termasuk small power, middle power, atau great power, menurut Coplin tingkat 

kekuatan negara tersebut mempengaruhi proses pembuatan kebijakannya.  

Negara yang terkategori great power akan memiliki pengaruh yang luas, 

bahkan melebihi daerah kawasannya, negara great power akan melakukan 

aktivitas-aktivitas di luar batas negaranya dan memimpin sebuah aliansi. Negara 

middle power merupakan negara yang kekuatannya tidak terlalu kuat dan tidak 

lemah, negara-negara middle power memiliki sedikit concern terhadap kekuatan 

tetangganya dalam mengeluarkan kebijakan dan tidak terlalu terlibat dengan 

konflik-konflik di luar batas negaranya. Dan yang terakhir negara small power 

yang harus mempertimbangkan kekuatan negara tetangganya dan rentan terhadap 

ancaman militer, baik secara langsung maupun terhadap negara tetangganya23. 

Kemudian power politics juga melihat kebijakan yang dikeluarkan, apakah 

kebijakan tersebut termasuk status-quo atau revisionis. Kebijakan yang termasuk 

status-quo adalah apabila suatu negara merasa puas dengan keadaan yang sudah 

ada, negara tersebut merasa diuntungkan dan karena itu tidak menginginkan 

adanya perubahan. Sedangkan negara yang revisionis, merasa dirugikan dan 

terancam dengan keadaan yang ada, dan menginginkan adanya perubahan24. 

22William D. Coplin..  Introduction to International Politics : a Theoretical Overview. (Markham 

Pub.Co, 1971).hlm.159-167 
23 Ibid 
24 Ibid 
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Lalu power politics melihat gaya pengeluaran kebijakan yang diambil oleh 

sebuah negara, apakah secara aggressive atau passive. Cara yang aggressive 

adalah dengan menggunakan kekuatan milier, salah satu alasan mengapa sebuah 

negara akan menggunakan gaya ini adalah saat ingin melakukan intervensi. Dan 

cara yang passive adalah dengan menggunakan cara yang damai seperti 

menggunakan cara musyawarah, pidato, atau gerakan-gerakan sosial lain dalam 

mencapai tujuannya25. 

Coplin juga melihat cara berperilaku sebuah negara dari pandangan issue 

politics, berbeda dengan power politics yang hanya melihat perilaku sebuah 

negara dari pandangan power struggle, issue politics melihat faktor-faktor lain 

yang mempengaruhi perilaku sebuah negara. Issue politcs melihat bahwa setiap 

isu internasional adalah hal yang unik dan membutuhkan perlakuan yang berbeda 

untuk mencari solus, juga faktor historis dan ekonomis akan berdampak pada 

kepentingan nasional negara tersebut.  

Pertama-tama dilihat dari sektor mana isu tersebut muncul, apakah 

masalah politik, militer, ekonomi, atau HAM. Setelah diklasifikasikan, issue 

politics mempertimbangkan 3 hal spesifik terhadap isu tersebut. Yang pertama 

adalah posisi yang akan diambil oleh suatu negara dalam isu tersebut, apakah akan 

pro, kontra, atau tetap netral. Lalu melihat seberapa penting isu tersebut bagi 

kepentingan negara mereka, dan yang terakhir seberapa mampu atau sekuat 

25 Ibid 
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apakah negara mereka dalam meyakinkan negara-negara lain mengenai posisi 

yang akan mereka ambil26.  

Politik luar negeri memang bukan defenisi, tetapi konsep ini sesuai dengan 

kebutuhan atau kepentingan dari setiap negara. Akan tetapi, secara umum dapat 

dikatakan bahwa politik luar negeri merupakan kebijakan yang diambil oleh 

pemerintah suatu negara atau komunitas politik lainnya dalam hubungan dengan 

negara dan aktor bukan negara di dunia internasional. Politik luar negeri 

menjembatani batas wilayah dalam negeri dan lingkungan internasional. Politik 

luar negeri bisa berupa hubungan diplomatik, mengeluarkan doktrin, membuat 

aliansi, mencanangkan tujuan jangka panjang maupun jangka pendek.27 

Politik luar negeri dari tiap-tiap negara adalah lanjutan dan merupakan 

refleksi dari politik dalam negeri. Kebijakan politik luar negeri sebagai cerminan 

politik dalam negeri, sehingga apabila politik domestiknya tidak ada arah yang 

jelas dan banyak mengandung ketidakpastian di tingkat nasional, akan sulit 

merefleksikan pada tingkat internasional.28 

Selain itu, politik luar negeri suatu negara senantiasa di dalamnya 

mengandung dua unsur yang saling berinteraksi, yaitu keajegan (tetap) dan 

perubahan. Unsur keajekan ini biasanya meliputi nilai-nilai yang diyakini oleh 

masyarakat di negara itu serta prinsip-prinsip bernegara yang disepakati, 

26 Ibid 
27Abubakar Eby Hara, Pengantar Analisis Politik Luar Negeri dari Realisme sampai 

Konstruktivisme, (Bandung: Nuansa,2011). Hal. 15. 
28 Ganewati Wuryandari. Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Arus Perubahan Politik

Internasional, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2011). Hal.219 
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sementara unsur perubahan lebih menyangkut pada persoalan strategis, prioritas 

dan cara-cara memperjuangkan kepentingan nasionalnya.29 

Ada beberapa faktor determinan atau indikator yang dapat dipakai untuk 

memahami perilaku politik luar negeri yang dinamis. William D. Coplin 

mengidentifikasikan ada 4 determinan politik luar negeri.30 

1. Konteks Internasional.

Artinya situasi politik internasional yang sedang terjadi pada waktu 

tertentu dapat memengaruhi bagaimana negara itu akan berperilaku. Secara 

tradisional para analis telah menekankan bahwa sifat system internasiona dan 

hubungan antara Negara dengan kondisi kondisi dalam system itu, 

menentukan bagaimana negara itu akan berperilaku. Dua aliran teori 

hubungan internasional yang berkaitan geopolitik dan realism telah membahas 

penekanan ini. 

Teori-teori tentang perilaku negara yang menitikberatkan konteks 

geografis bukanlah suatu gejala baru. Pada abad ke 4 seorang filsuf india 

membahas suatu teori tentang perilaku negara yang sebagian didasarkan atas 

geografi dengan membayangkan suatu lingkaran negara-negara yang 

membentuk sejenis sisitem tata surya politik, dan cenderung saing bergravitasi 

sebagai sahabat atau bertabrakan seabagai musuh.  

Jadi negara-negara yang saling berbatasan, dan karena itu sesuai 

dengan sifatnya akan mempunyai banyak sekali titik gesek, harus di anggap 

29 A. Agus Sriyono (ed). Politik Luar Negeri Indonesia dalam zaman yang Berubah, Hubungan 

Internasional: Percikan Pemikiran Diplomat Indonesia. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 

2004). hal 32. 
30William D. Coplin. Pengantar Politik Internasional: Suatu telaah teoritis. (Bandung: Sinar Baru, 

1992). hal 165 
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musuh alami. Dengan asumsi bahwa negara-negara akan berusaha 

memperluas wilayahnya, pendapatnya berargumentasi bahwa negara negara 

bertetangga akan selalu menjadi musuh dan tetangganya tetangga akan 

merupakan sahabat. Meskipun teori mereka itu jauh lebih komplek para ahli 

geopolitik setelah abad itu telah meremehkan konteks geografis.31 

Ada 3 elemen penting dalam membahas dampak konteks internasional 

terhadap politik luar negei suatu Negara,yaitu geografis, ekonomi, politis. 

Lingkungan Internasional setiap Negara terdiri atas lokasi yang didudukinya, 

dalam kaitanya dengan negara-negara lain dalam sistem itu dan juga 

hubungan-hubungan ekonomi dan politik antara negara itu dengan negara 

lain.32 

Geografis masih memainkan peran politik yang penting, meskipun 

bukan peran terpenting seperti yang diberikan oleh para ahli geopolitik masa 

lalu. Hubungan-hubungan ekonomi juga merupakan bagian penting dalam 

konteks internasonal. Baik arus barang dan jasa maupun arus modal membuat 

negara-negra tertentu bergantung pada negara lain.  

2. Perilaku para pengambil keputusan.

Dalam hal ini mencakup pihak eksekutif, kementerian dan lembaga 

negara disuatu pemerintahan. Perilaku pemerintah yang dipengaruhi oleh 

persepsi, pengalaman, pengetahuan, dan kepentingan individu-individu dalam 

pemerintahannya menjadi faktor penting dalam penentuan kebijakan luar 

negeri. 

31 William D. Coplin. Pengantar Politik Internasional: Suatu telaah teoritis. (Bandung: Sinar

Baru, 1992). Hal 167 
32 Ibid 168 
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Dalam memahami perilaku pengambilan keputusan luar negeri, kita 

tidak hanya perlu menelaah problema-problema intelektual yang dihadapi oleh 

para pengambil keputusan politik luar negeri serta factor factor psikologis 

yang mempengaruhinya, tetapi juga perlu memahami dampak latar 

organisasional tempat mereka bekerja. Para pengambil kepeutusan politik luar 

negri beroperasi menurut seangkaian peran yang terorganisasi. Mungkin saja 

dia seorang presiden, perdana mentri, atau kepala departemen luar negeri, atau 

mungkin pula dia seorang penasehat salah seorang pengambil keputusan 

tertinggi. 

Pada bagian ini kita akan menelaah karakteristik umum pengambilan 

keputusan organisasi organisasi yang beskala besar serta dampak khusus 

faktro-faktor organisasional bagi para pengambil keputusan politik luar negri. 

Asumsi bahwa pandangan tentang pengambil keputusan sebagai suatu proses 

intelektual yang bersifat rasional lebih bisa diperhitungkan dalam organisasi 

organisasi yang berskala luas seperti birokrasi politik luar negeri.  

Secara teoritis, besarnya dukungan dari sekumpulan masyarakat yang 

terorganisasi seharusnya melipatgandakan pandangan maupun pendengaran 

serta meningkatkan kemampuan intelektual pengambil keputusan sehingga dia 

bisa mengevaluasi kondisi- kondisi serta tujuan-tujuan dengan lebih baik 

untuk bisa sampai pada keputusan-keputusan yang tepat.33 

33 William D. Coplin. Pengantar Politik Internasional: Suatu telaah teoritis. (Bandung: Sinar 

Baru, 1992). Hal 169 
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3. Kondisi ekonomi dan militer

Kemampuan ekonomi dan militer yang sangat berpotensi pada suatu 

negara dalam mempengaruhi keputusan politik luar negeri. Dalam factor ini 

sengaja mengabaikan konsiderasi kebijakan yang tidak secara langsung 

berkaitan degan kemampuan ekonomi dan militer. Bahasan ini mengabaikan 

sikap-sikap histrotis dan ideologis, peran policy influencers dan pengaruh 

pihak ketiga, termasuk peran persepsi para pengambil keputusan politik luar 

negeri, dalam mengevaluasi kemampuan satu sama lain.34 

Dalam pembahasan ini menunjukan bahwa semakin kuat negara dalam 

hal ekonomi dan militer akan semakin mempengaruhi negara-negara lain 

dalam proses politik luar negeri. Kepentingan negara adidaya akan ditopang 

oleh kemampuan ekonomi dan militernya. Oleh karena itu dalam hal ini 

sebagai alat dalam mempengaruhi politik luar negeri salah satunya paling 

potensial adalah ekonomi dan militer.     

4. Politik dalam negeri

Melalui perspektif ini yang ingin dilihat, adalah sistem pemerintahan 

atau birokrasi yang dibangun dalam suatu pemerintahan serta pengaruhnya 

terhadap perpolitikan nasional. Situasi politik yang terjadi dalam negeri akan 

memberikan pengaruh dalam perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri. 

Sistem pengaruh kebijakan (policy influence system) Negara manapun 

bisa dianggap sebagai serangkaian hubungan timbal balik yang sangat 

kompleks, antara pengambil keputusan dengan policy influencei-nya. Di satu 

34 Ibid hal 170 
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pihak pengambil keputusan membutuhkan policy influence, karena mereka 

merupakan sumber dukungan bagi rezim mereka. Dalam negara demokrasi 

para pemimpinnya banyak bergantung pada kemauan anggota masyarakatya 

untuk memberi dukungan.35 

Apabila tuntutan-tuntutan itu tidak terpenuhi, maka tuntutan-tuntutan 

itu diekspresikan melalui pemberian suara. Memang pengambil keputusan 

tidak selalu harus menanggapi tututan-tuntutan itu secara positif. Dia bisa 

menolaknya serta meyakinkan influencers bahwa tuntutan itu tidak perlu 

dipenuhi. Akan tetapi para pengambil keputusan pada akhirnya akan mencapai 

batas-batas tertentu untuk bisa mengabaikan tuntutan itu.oleh karena itu, 

meskipun tuntutan dan dukungan tidak selalu berimbang, paling tidak para 

pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan-tuntutan kecil. Coplin 

membedakan policy influencers menjadi empat macam.36 

a. Bureaucratic influencer, misalnya beberapa individu atau organisasi

dalam lembaga pemerintah yang membantu para pengambil keputusan

dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan luar negeri. Anggota

birokrasi yang bertindak sebagai policy influencer kadang juga

menjadi pengambil keputusan. Bureaucratic influencer memiliki akses

langsung kepada para pengambil keputusan dengan memberikan

informasi kepada mereka sekaligus melaksanakan kebijakan luar

negeri yang diputuskan. Karenanya, bureaucratic influencer memiliki

pengaruh sangat besar dalam pengambilan keputusan.

35 Ibid hal 180 
36 Ibid hal 82-91 
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b. Partisan influencer, kelompok yang bertujuan untuk menerjemahkan

tuntutan-tuntutan masyarakat menjadi tuntutan-tuntutan politis terkait

kebijakan pemerintah. Mereka berupaya mempengaruhi kebijakan

dengan cara menekan para penguasa dan dengan menyediakan orang-

orang yang bisa berperan dalam pengambilan keputusan. Misalnya

partai politik dalam system demokrasi.

c. Interest influencer, yakni sekelompok individu yang bergabung

bersama karena mempunyai kepentingan sama. Interest influencer

memakai beberapa metode untuk membentuk dukungan terhadap

kepentingannya. Mereka biasanya melancarkan kampanye dengan

menulis surat yang tidak hanya diarahkan kepada para pengambil

keputusan, tapi juga bureaucratic dan partisan influencer. Mereka juga

bisa menjanjikan dukungan finansdial atau mengancam menarik

dukungan. Jika tidak berperan dalam menentukan kebijakan luar

negeri, interest influencer pasti berperan dalam mengkritisi para

pengambil keputusan kebijakan luar negeri.

d. Mass influencer, yang terwujud dalam opini publik yang dibentuk oleh

media massa. Para pengambil keputusan menggunakan opini publik

bukan untuk membentuk kebijakan luar negeri tapi untuk

merasionalisasinya. Pendapat dari kelompok ini sering menjadi

pertimbangan para pengambil keputusan untuk menyusun kebijakan

luar negeri.
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Diagram Teori Pembuatan Kebijakan 

Sumber : (William D. Coplin. Pengantar Politik Internasional: Suatu telaah 

teoritis. Bandung, 1992) 

Politik Dalam Negeri 

Tindakan Politik 

Luar Negeri 
Pengambil Keputusan Konteks 

Internasional 

Kondisi Ekonomi 

dan Militer 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM RELASI INDONESIA DENGAN PALESTINA, 

ISRAEL DAN AMERIKA SERIKAT 

Pada bab ini penulis akan memaparkan gambaran umum hubungan antara 

Indonesia-Timur Tengah khususnya terhadap Palestina. Hal ini sangat penting 

untuk mengetahui sejarah hubungan antara Indonesia dan negar-negara Timur 

Tengah khususnya Palestina. Indonesia sebagai negara dengan penduduk  

mayoritas Islam tentu memiliki sejarah yang panjang, bahwa sejarah hubugan 

Indonesia dan negara-negara arab ini terihat dalam kegiatan yang penulis rangkum 

dalam beberapa hal seperti, pengakuan negara mesir terhadap kedaulatan 

Indonesia berikut aktifitas keagaman (Haji) yang dilakukan Indonesia–Arab 

Saudi. Begitu juga dengan bidang ekonomi bahwa hubungan anatara Indonesia 

dan Timur Tengah sudah berjalan berabad lalu. 

Berikutnya dalam bab ini penulis juga ingin memaparkan tentang 

hubungan dan Peran Penyeleseian Konflik Palestina-Israel yang didukung penuh 

Amerika Serikat. Dalam ini posisi Indonesia berada pada dua posisi yakni, bebas 

dan aktif. Bebas dapat diartiakan bahwa posisi Indonesia tidak memihak pada satu 

blok dan memilih caranya sendiri dalam menyeleseikan masalah-masalah 

Internasional. Sedangkan aktif diartikan bahwa Indonesia secara aktif mendukung 

dan berusaha dalam memelihara perdamaan dunia dan secara aktif berpartisipasi 

dalam peyeleseian masalah yang terjadi pada dunia Internasional 
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. Dijelaskan pula pada bab ini bagaimana kebijakan luar negeri yang 

diambil oleh presiden pertama hingga saat ini. Hal ini menggambarkan dukungan 

yang diberikan oleh Indonesia sejak presiden pertama hingga saat ini. 

A. Hubungan Indonesia dan Timur Tengah

Sejak kemerdekaan Indonesia yang dideklarasikan pada 17 Agustus 1945, 

Indonesia dalam melakukan interaksi atau hubungan dengan negara lain selalu 

berpegang teguh pada haluan politik luar negerinya yang bebas aktif berdasarkan 

UUD 1945. Dalam prakteknya, Indonesia erat menjalin hubungan dengan negara-

negara di kawasan Timur Tengah salah satunya dengan negara Palestina. 

Hubungan diantara kedua negara ini masih berjalan sangat baik hingga detik ini, 

“negara saudara” itulah yang sering kita dengar untuk menggambarkan betapa 

eratnya hubungan kedua negara ini terjalin. 

Hubungan diantara kedua negara ini diawali ketika Palestina mendukung 

kedaulatan Indonesia. Saat diproklamasikannya kemerdekaan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI) oleh Soekarno & Hatta pada 17 Agustus 1945, tidak 

ada satupun Negara di dunia yang mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Bangsa 

Indonesia. Ketika itu Indonesia telah berusaha untuk melakukan lobi agar 

kemerdekaan yang telah diproklamasikan oleh Indonesia dapat diakui masyarakat 

di dunia, yakni dengan cara mengirimkan delegasi ke beberapa bagian negara 

seperti Eropa Timur dan Timur Tengah. 
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Syekh Muhammad Amin Al-Husaini37 seorang mufti besar yang mewakili 

Palestina secara terbuka mengumumkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 6 

September 1944 melalui radio Berlin menyiarkan ucapan selamat kepada 

Indonesia. Bahkan radio tersebut 2 hari berturut-turut menyiarkan berita itu.   

Akhirnya usaha yang dilakukan Indonesia melalui pengiriman delegasi 

membuahkan hasil. Jamaa’ah Ikhwanul Muslimin di Mesir yang saat itu dipimpin 

oleh Imam Hasan Al Banna dan Mufti Palestina bernama Syaikh Muhammad 

Amin Alhusaini membantu Indonesia untuk melakukan lobi kepada pemimpin-

pemimpin Arab. Sehingga pada 22 Maret 1946 Kerajaan Mesir secara defacto 

mengakui kemerdekaan Republik Indonesia, hal ini merupakan pengakuan 

pertama dari negara sahabat terhadap kemerdekaan Indonesia.  

Pada tanggal 18 Nopember 1946 Dewan Menteri Luar Negeri Liga Arab 

kemudian memutuskan agar negara-negara anggotanya mengakui kemerdekaan 

dan kedaulatan Indonesia baik secara de facto maupun de jure. Dan diikuti oleh 

negara-negara lain yang kemudian mengakui kemerdekaan Indonesia diantaranya 

Lebanon (29 Juni 1947), Suriah (2 Juli 1947), Afghanistan (23 September 1947), 

Myanmar (23 Novemebr 1947), Arab Saudi (24 November 1947), Yaman (4 Mei 

1948), dan Uni Soviet (26 Mei 1948). 

Selain itu Indonesia juga merupakan negara pertama yang mengakui 

kemerdekaan dan kedaulatan Palestina setelah dideklarasikannya Negara Palestia 

di Aljazair pada 15 November 1988. Telah ditanda tanganinya “Komunike 

37 Muhammad Amn al-Husyaini, seorang anggota klan al-Husayni Yerusalem, adalah nasionalis 

Arab-Palestina dan pemimpin Islam di daerah Mandat Britania atas Palestina. Dari 1921 hingga 

1948, dia adalah Mufti Besar Yerusalem, dan memankan peran pnting dalam menentang Zionisme 

dan Negara untuk tempat tinggal orang Yahudi di Palestina
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Bersama Pembukaan Hubungan Diplomatik” pada 19 Oktober 1989 antara 

Menteri Luar Negeri Indonesia yang saat itu dijabat oleh Ali Alatas dan Menteri 

Luar Negeri Palestina Farouq Kaddoumi menjadi sejarah awal dimulainya 

hubungan kedua negara secara resmi yang sekaligus menandai telah dibukanya 

Kantor Kedutaan Besar Palestina di Jakarta. 

Melihat latar belakang sejarah kita harus menengok hubungan Indonesia 

dan Timur Tengah, bagi Indonesia Negara Timur Tengah mempunyai hubungan 

khusus. Misalnya Mesir menjadi salah satu negara pertama yang mengakui 

kedaulatan Indonesia. Melihat sejarah hubngan yang terjalin antara masyarakat 

Mesir dan Indonesia sudah terjadi sejak awal abad 20. Hubungan tersebut 

berbentuk hubungan Religio Cultural yang juga menjadi salah satu factor 

munculnya gerakan islam Indonesia yang dipelopori Jamaluddin Afghani dan 

Muhammad Abduh di Mesir.38  

“Sejarah telah mencatat bahwasanya hubungan Indonesia dengan Timur 

Tengah sudah berjalan puluhan tahun lalu bagaimana negara-negara timur 

tengah khususnya Palestina yang pertama mengakui kemerdekaan 

Indonesia oleh karena itu Indnesia mempunyai hutang budi terhadap 

negara-negara Timur Tengah dan akan terus mendukung perdamaian di 

Timur Tengah.”39 

Indonesia dan Timur Tengah pada umumnya dikenal mempunyai 

hubungan dalam aspek agama serta masalah. Walaupun dalam konflik Palestina 

sendiri salah satuya masuk dalam konteks agama. Pada akhir 1940-an sampai 

1950-an Indonesia mempunyai hubungan yang dekat dengan Mesir yang juga 

merupakan salah satu pendiri Gerakan Non Blok (GNB).  

38 M. Riza Sihbudi. Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah. (Bandung: PT ERESCO, 1993). hal 

165 
39 Wawancara dengan Izza Maulida Muris,  Fungsional Diplomasi, Direktur Timur Tengah, 

Kementrian Luar Negeri Indonesia, pada tanggal 14 Mei 2019 
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Meskipun hubungan antara Indonesia dan timur Tengah sudah terjalin 

lama, hingga kini belum ada suatu bentuk yang melembaga antara Negara-negara 

Timur tengah dan Indonesia. Seperti contoh dukungan kepada Palestina hanya 

berbentuk pernyataan-pernyataan politik dan bantuan logistic yang terbatas saja. 

Begitupun hubungan Indonesia dengan Mesir yang notabene sesama pendiri 

GNB. Terlihat dari tidak adanya kerjasama dalam keduanya dalam memecahkan 

berbagai permasalahan yang menyangkut kepentingan bersama khususnya dalam 

Gerakan Non-Blok. 

Pandangan ini berbeda dengan hubungan Indonesia dan Negara-negara di 

kawasan Asia Pasific yang sudah membuat suatu hubungan melembaga yaitu 

“ASEAN-Mitra Dialog”. Suatu lembaga yang menjadi suatu wadah pertemuan di 

tingkat menteri untuk melakukan kerjasama dalam menyeleseikan masalah baik 

itu ekonomi maupun politik untuk kepentingan bersama.40  

Timur Tengah selalu menarik menjadi perhatian bagi masyarakat 

Indonesia. Konflik yang kompleks menjadi perhatian serta empati untuk bangsa 

Indonesia. Salah satu yang mendasarinya adalah adanya kedekatan emosional 

(agama) anatara bangsa Indonesia dan Timur Tengah. Selain itu di kawasan Timur 

Tengah ada semacam muatan sacral dengan adanya kota-kota suci seperti 

Mekkah, Madinah, Yerusalem, dsb. 

Hubungan Indonesia sangat sulit dipisahkan seolah telah diikat oleh 

sejarah. dalam konteks gerakan pembaharu islam di Indonesia yang menjadikan 

lahirnya ormas-ormas Islam. Gerakan pembaruan Islam yang lahir di Indonesia 

40 M. Riza Sihbudi. Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah. (Bandung: PT ERESCO, 1993). Hal 

147 
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memang mempunyai gais keturunan dari Timur Tengah. Haji Miskin contohnya, 

yang tinggal di Timur Tengah lama. ia tercatat sebagai pelopor tumbuhnya 

gerakan pembaruan dalam mewarnai khasanah ajaran Islam di Indonesia.41  

Dalam catatan sejarah Haji Miskin merupakan orang yang menjembatani 

hubungan antara Indonesia dan Timur Tengah. Sekitar tahun 1802 gerakan salaf 

mulai masuk Indonesia bersamaan dengan pulangnya Haji miskin dari Mekah. 

Awalnya mereka dikenal sebagai kaum Paderi karena cara berpakaiannya seperti 

kaum paderi. Mereka memberikan perubahan secara radikal kepada masyarakat 

yang membuat konflik dengan Belanda tak bisa dihindarkan.   

Hubungan Indonesia dan Timur-Tengah bukan terbatas pada persoalan-

persoalan politik ataupun pada permasalahan pelayanan ibadah. Jauh dari situ ada 

tiga faktor yang menjadikan hubungan Indonesia dan Timur Tengah semakin erat. 

Hal tersebut meliputi : pertama, Indonesia merupakan salah satu pengirim ibadah 

haji dan umroh terbanyak, sesuai dengan mayoritas penduduknya yang beragama 

islam. Oleh karena itu Indonesia masih perlu dukungan negara Timur Tengah 

dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Walaupun muncul gagasan 

pengelolaan haji akan dilakukan oleh masih-masing negara yang berpenduduk 

muslim. Namun Indonesia tetap memberi kepercayaan pengelolaan ibadah haji 

pada Arab Saudi.42 

Kedua, sejarah kelompok pembaharuan islam dari Timur Tengah yang 

banyak mempengaruhi perkembangan organisasi islam Indonesia. Nahdlatul 

41 https://uinsgd.ac.id/berita/membaca-hubungan-indonesia-timur-tengah/ (diakses pada tanggal 30 

juni 2019) 
42 M. Riza Sihbudi. Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah. (Bandung: PT ERESCO, 1993). hal 

167 

https://uinsgd.ac.id/berita/membaca-hubungan-indonesia-timur-tengah/
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ulama yang notabene salah satu organisasi islam terbesar di Indonesia masih 

terikat rantai sejarah dengan komite hijaz. Dalam sejarahnya, komite ini terbentuk 

untuk mengantisipasi gerakan kaum pembaharu yang melakukan pertemuan 

kekhilafahan Islam di Mekah. 

Ketiga, kebutuhan ekonomi khususnya dalam bidang financial untuk 

tujuan pembangunan Indonesia. tercatat sudah sejak tahun 2 Masehi Indonesia 

sudah menjalin hubungan dagang dengan jazirah. Sampai sekarang hubungan 

ekonomi tersebut masih sangat erat antara Indonesia dan Timur Tengah.43 

Karena itu hubungan antara Indonesia dan Timur Tengah tidak bisa 

dinafikan merupakan hubungan yang sangat erat. Konsistensi Indonesia untuk 

memelihara hubungan yang produktif dengan Timur Tengah melalui hubungan 

bilateral yang dilakukan leh Indonesia. Selain karena ikatan kuat kultural (agama) 

hubungan antara Indonesia juga karena sejarah yang mebuat akan keduanya 

menjadi kuat. 

B. Koalisi Amerika Serikat dan Israel

Hubungan Amerika Serikat (AS) dan Israel memang tidak bisa dipisahana 

lagi. Melihat dari sejarah pembentukan negara Israel melalui dukungan dari 

Amerika Serikat. Terjalinnya hubungan antara Amerika Serikat dan Israel pati 

memiliki maksud tertentu baik dalam posisi AS maupun Israel. Faktor ekonomi 

geopolitik, serta kepentingan nasional yang dimiliki oleh AS dan Israel 

mempunyai tujuan tersendiri terhadap hubungan tersebut.     

43 Koran Pikiran Rakyat, Edisi Rabu 23 Desember 2015 
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Keberhasilan Israel menarik perhatian AS tidak terlepas dari peran 

organisasi pro-Israel yang ada di AS yaitu the American Israel Public Affairs 

Committee (AIPAC), yang merupakan tipologi dari kelompok identitas yang 

mayoritas anggotanya adalah warga Amerika berdarah Yahudi. Kekuatan AIPAC 

sudah tidak diragukan lagi dan diketahui oleh masyarakat AS. 

Kedekatan Amerika Serikat dan Israel dapat dilihat dari berbagai bukti 

yang tertuang dalam bentuk perjanjian yang dilakukan antara Amerika Serikat dan 

Israel. Bukti tersebut berupa perjanjian dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, 

energi, kesehatan, ekonomi, dan militer. Kebijakan luar negeri yang diambil 

Amerika Serikat juga sering menunjukan bukti kedekatan hubungan Amerika 

Serikat dan Israel. Komitmen kuat Amerika Serikat untuk membantu Israel sering 

tertuang dalam hasil Kongres baik itu dalam Senate maupun House of 

Representative yang bersifat bipartisan. Perbedaan pandangan kerap terjadi antara 

pemerintah Amerika Serikat dan Israel, namun Amerika Serikat seringkali 

melunak dan tutup mata atas kebijakan Israel yang mendapat reaksi keras dari 

dunia internasional.44 

Berbagai kerjasama telah lahir dari hubungan Amerika Serikat dan Israel 

diantaranya adalah United States Israel Enhance Security Cooperation Act of 

2012, United States-Israel Missile Defense Cooperation Act of 2013, United 

States-Israel Energy Cooperation Act, United States Israel Strategic Partnership 

Act of 2013, Iron Dome Support Act, Memorandum of Understanding. Untuk 

memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara, Amerika Serikat dan Israel 

44https://internasional.kompas.com/read/2016/09/18/17101251/rahasia.di.balik.hubungan.as-

israel?page=all 
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sepakat untuk melanjutkan bantuan militer Foreign Military Financing (FMF) 

setiap tahunya. Bercermin pada komitmen kuat Amerika Serikat terhadap 

kemanan Israel, Amerika Serikat bersedia meningkatkan bantuan militer untuk 

Israel disetiap tahunnya dalam periode 10 tahun.45 

Demi menjamin ketersediaan dana FMF Amerika Serikat untuk Israel, 

kedua belah pihak sepakat bahwa Israel hanya menerima 26,3% dari dana yang 

diterima setiap tahunnya dan sisanya dibelanjakan di Amerika Serikat baik itu 

berupa barang dan jasa militer dari Amerika Serikat. Berbeda dengan negara 

penerima bantuan militer lainnya harus membelanjakan bantuan tersebut di 

Amerika Serikat. Memorandum of Understanding ini disepakati tahun 2007 pada 

masa pemerintahan Bush dan diimplementasikan pada tahun 2009 sampai dengan 

2018.46 

Selain faktor geopolitik dan ekonomi, masalah agama dan budaya 

mendasari hubungan strategis AS-Israel. Presiden AS Barack Obama (kanan) dan 

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (kiri) sedang berbincang di Gedung 

Bundar, tahun 2015. AS menegaskan komitmen besarnya untuk membantu 

meningkatkan keamanan Israel. Dalam kesepakatan terbaru, AS akan memberi 

bantuan pada Israel senilai 38 miliar dollar AS (Rp 500 triliun) dalam 10 tahun ke 

depan. (The New York Times/Doug Mills)  

Faktor agama dan budaya itu pula yang menjadi barometer kebijakan 

geopolitik AS di Timur Tengah, termasuk terkait isu Palestina. Tokoh gerakan 

pembaharuan agama Kristen asal Jerman, Martin Luther (1483-1546), sangat 

45 Mark, C. R. (2003). Israel-United States relations 
46 Ruebner, J. (2012). U.S military aid to Israel, policy implications & options, 
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populer dan menjadi inspirasi utama dalam kehidupan di AS. Ajaran Martin 

Luther itu yang membingkai hubungan khusus Yahudi-Kristen Protestan. 

Sejarawan Inggris keturunan Lebanon, Albert Hourani, dalam bukunya, Sharq Al 

Awsat Al Hadist, menguraikan peran penting ajaran kitab suci Yahudi, Taurat 

atau Perjanjian Lama, dalam membangun pola pikir dan budaya kaum migran 

Eropa pertama ke AS.47  

Kaum migran Eropa setiba di AS segera mengadopsi doktrin dalam 

Perjanjian Lama bahwa kaum Yahudi harus kembali ke Palestina. Hal itu terjadi 

tiga abad sebelum lahirnya gerakan zionis yang digalang Theodor Herzl. Maka, 

proyek zionis sesungguhnya bisa disebut proyek AS yang terinspirasi dari kitab 

Perjanjian Lama dan diyakini oleh sebagian besar rakyat AS, jauh sebelum 

lahirnya gerakan zionis secara resmi.  

Semua Presiden AS sejak berdirinya negara AS pada 1776 mempercayai 

dan mengadopsi kebijakan politik zionis. Kebetulan semua Presiden AS menganut 

Kristen Protestan, kecuali Presiden John F Kennedy yang menganut Katolik. Hal 

ini berbeda dengan Katolik yang sangat berhati-hati dalam menjalin hubungan 

dengan Yahudi. Vatikan saja baru bersedia membuka hubungan diplomatic 

dengan Israel setelah tercapai kesepakatan Oslo antara Israel dan Palestina tahun 

1993.48 

Dalam konteks itu, betapa pengaruh ajaran Yahudi sangat besar terhadap 

para pendiri dan Presiden AS. Presiden AS kedua, John Adams (1797-1801), 

dikenal salah satu Presiden AS yang sangat mengagumi Yahudi. Ia pernah 

47 Mark, C. R. (2003). Israel-United States relations 
48 Ibid 
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mengirim surat kepada penerusnya, Presiden Thomas Jefferson (1801-1809), yang 

isi suratnya berbunyi, "Saya sangat meyakini bahwa bangsa Yahudi adalah 

bangsa yang paling maju peradabannya dibandingkan dengan bangsa lain." 

Presiden Woodrow Wilson (1913-1921) juga dikenal sebagai Presiden AS yang 

sangat mendukung perjuangan bangsa Yahudi.49 

C. Peran Indonesia dalam Penyeleseian Konflik Palestina-Israel

Indonesia merupakan salah satu negara yang paling terdepan dalam 

memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Sejarah kedua negara sudah dimulai 

sejak awal-awal kemerdekaan Indonesia. Diplomasi pengakuan kemerdekaan 

Indonesia pertama kali dimulai dari Mesir dan Palestina. Tim delegasi Inodenesia 

yang dikirim ke negara-negara Timur Tengah mendapat sambutan dan dukungan 

dari Syaikh Muhammad Amin Al-Husaini seorang mufti Palestina yang kemudian 

membantu Indonesia dalam melobi negara-negara Arab untuk mengakui 

kemerdekaan Indonesia. Hingga kemudian Mesir mengakui kemerdekaan 

Indonesia pertama kali pada 22 Maret 1996 dan kemudian diikuti oleh negara-

negara Arab lainnya. 

Setelah kemerdekaan Indonesia, Indonesia selalu aktif menentang 

penjajahan Israel atas Palestina. Meskipun Israel telah mengakui kemerdekaan 

Indonesia pada Januari 1950, namun Indonesia belum mengakui kemerdekaan 

Israel. Tahun 1974 Indonesia mengakui keberadaan PLO (Palestine Leberation 

Organization) yang didirikan oleh Yasser Arafat sebagai representatif dari 

masyarakat Palestina di kancah internasional. Tahun 1988 Palestina 

49https://internasional.kompas.com/read/2016/09/18/17101251/rahasia.di.balik.hubungan.as-israel 
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mendeklarasikan kemerdekaannya pada 15 November di Aljiria, ibu kota Aljazair. 

Sehari kemudian pada 16 November Indonesia mengakui kemerdekaan Palestina 

dan juga menjalin hubungan diplomatic dengan Palestina. Sedangkan Indonesia 

menolak untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel selama negara 

Palestina masih dijajah. Tahun 1991 kantor Kedutaan Besar Palestina secara resmi 

dibuka di Jakarta. Tahun 1993 Presiden palestina, Yasser Arafat melakukan 

kunjungan ke Indonesia dan bertemu dengan presiden Soeharto.  

 Pada tahun 2006 setelah kemenangan Hamas dalam pemilu, Indonesia 

menyatakan menghormati keputusan rakyat Palestina yang telah menyelengarakan 

pemilu dengan demokratis, dan menghimbau negara-negara barat yang menentang 

hasil pemilu tersebut untuk tidak berprangsangka terhadap Hamas.50  

 Presiden Palestina Mahmoud Abbas melakukan kunjungan kerja ke 

Indonesia pada tahun 2007 dan kemudian pada tahun 2010. Kunjungan Palestina 

ini bertujuan untuk meminta dukungan Indonesia, baik dalam upaya 

menghidupkan kembali proses perdamaian, maupun rekonsiliasi internal 

Palestina, khususnya antara faksi Fatah dan Hamas.51 Kedua belah pihak 

berkomitmen akan berupaya mencari jalan bagi kemerdekaan Palestina. Capaian 

Indonesia dalam pernannya terhadap konflik Israel dan Palestina akan dijelaskan 

pada tabel dibawah. 

No Tanggal Capaian 

1 19 oktober 1989 Ditanda tanganinya “Komunike Bersama 

                                                           
50  M. Muttaqien. Domestic Politics and Indonesia’s Foreign Policy on the Arab-Israeli Conflict, 

Departemen of International Relations Universitas Airlangga, Surabaya Global & Strategis, Th. 7, 

No. 1 Global & Strategis, Januari-Juni 2013. Hlm 69-70 
51 Tabloid Diplomasi, 2010. RI Tegaskan Dukungan untuk Kemerdekaan Palestina, Hlm: 4  
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Pembukaan Hubungan Diplomatik” dan secara 

resmi membuka Kantor Kedutaan Besar Palestina 

di Jakarta 

2 19 Oktober 2000 Indonesia dengan 19 negara lainnya menyetujui 

resolusi yang dihasilkan pada Sidang Khusus 

Komisi HAM PBB 

3 16 Oktober 2006  Indonesia terpilih sebagai Anggota Tidak Tetap 

Dewan Keamanan PBB yang kemudian merancang 

program kerja terkait permasalahan Palestina.  

4 9 - 12 Januari 2009 Sebagai anggota Dewan HAM PBB Indonesia 

berhasil dalam menginisiasi dilaksanakannya 

Special Session Dewan HAM PPB di Palais des 

Nations, Jenewa, Swiss 

5 29 November 2012 Indonesia memberikan hak suara penuh 

mendukung kenaikan status bagi Palestina dari 

sekedar entitas pengamat (non-member observer 

entity) menjadi negara pengamat non-anggota 

(non-member observer state) dalam Sidang Majelis 

Umum PBB.  

6 01 Maret 2014  Dalam Konferensi CEAPAD II, Indonesia 

mengundang sektor swasta dalam agenda utama 

yakni pertemuan bisnis dengan para pengusaha 

Palestina dan bekerja sama dengan Kamar Dagang 

dan Industri Indonesisa serta turut dibahas 

kerjasama bidang pariwisata  

7 2 Januri 2009  Bantuan Regional keberangkatan Realwan 

Kemanusiaan dalam Tim Advance  

 

Pada sidang khusus Komisis HAM PBB yang dilaksanakan di Jenewa 

pada tanggal 19 Oktober 2000, Indonesia bersama dengan 19 negara lainnya dari 
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total 53 negara anggota yang hadir menyetujui resolusi yang menghasilkan 

beberapa poin penting diantaranya: 

a) Membentuk Komisi Penyelidik HAM dengan tujuan mengumpulkan

informasi terkait pelanggaran HAM dan Hukum Humaniter

Internasional yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina di

wilayah yang telah dikuasai Israel, serta melaporkan kesimpulan dan

temuan-temuan yang didapat di lapangan kepada Komisi HAM PBB.

b) Meminta Komisaris Tinggi PBB untuk HAM segera melakukan

kunjungan ke wilayah Palestina yang telah diduduki Israel dengan

tujuan guna menghimpun pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi

terhadap rakyat Palestina oleh Israel.

Dalam forum PBB, Indonesia kembali berhasil terpilih untuk ketiga 

kalinya pada pemilihan anggota tidak tetap Dewan Keamaan PBB yang 

dilaksanakan tanggal 16 Oktober 2006 di Indonesia. Guna membayar kepercayaan 

dunia internasional atas terpilihnya kembali Indonesia sebagai Dewan Keamanan 

PBB, maka Indonesia membutuhkan program kerja yang baik. Khususnya 

kontribusi Indonesia dalam permasalahan regional di Timur Tengah, program 

kerja yang dirancang oleh Indonesia mencakup beberapa poin penting terkait 

permasalahan Palestina yang berisi: 

a) Negara Kesatuan Republik Indonesia akan terus mendukung perjuangan 

bangsa Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri dan mendirikan

sebuah negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Sehingga dapat

terwujud cita-cita untuk hidup damai secara berdampingan dengan 
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Israel sesuai dengan resolusi PBB, Inisiatif Damai 2002 serta Peta Jalan 

Damai 2003, dan Hasil KTT Liga Arab pada Maret 2007. 

b) Dalam rangka mendukung pemulihan kembali proses perdamaian yang

sempat tertunda di kawasan Timur Tengah khususnya kawasan konflik

Israel – Palestina maka secara komprehensif Negara Kesatuan Republik

Indonesia menyerukan segera terjadinya perdamaian antar kedua negara

yang berkonflik.

Kondisi pada saat ini pun tidak jauh berbeda, masih terdapat konflik 

bersenjata antara Israel dan Palestina. Salah satunya adalah pada tahun 2014 

dimana Israel dan Palestina terlibat dalam perang, pada perang tersebut Israel 

melakukan bombardir besar-besaran terhadap jalur Gaza52. Didalam laporan PBB 

pada tahun 2015 mengenai konflik tersebut, korban dari Palestina dilaporkan 

mencapai 2.629 yang terdiri dari masyarakat sipil dan militan sedangkan korban 

yang dialami Israel berjumlah 71, perang tersebut berlangsung selama 50 hari 

yang  menghancurkan 20.000 rumah dan merebut tempat tinggal 500.000 rakyat 

Gaza53. 

Dalam merespon konflik tersebut Indonesia mengirimkan pasukan yang 

berjumlah 1900 personel ke wilayah konflik pada tahun 2014, pengiriman 

pasukan ini merupakan bukti bahwa Indonesia peduli atas misi perdamaian. 

Menteri pertahan Indonesia Purnomo Yusgiantoro, mengatakan bahwa tujuan 

52UN News Center. 2015. UN report cites possible war crimes by both Israel and Palestinian 

group sin 2014 Gaza conflict. Diakses dari 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=51215#.WQ89C_mGO00 
53 Ibid 
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dikirimnya pasukan tersebut hanya untuk melindungi saja, dan menginginkan 

penyelesaian konflik yang damai antara Israel dan Palestina54 

D. Kebijakan Luar Negeri Indonesia terkait Israel-Palestina dalam lintasan

sejarah

1. Orde Lama

Sejak Indonesia memproklamasikan menjadi bangsa yang berdaulat, 

Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif. Dapat diartikan bebas itu tidak 

memihak pada satu blok dan memilih caranya sendiri dalam menyeleseikan 

masalah-masalah Internasional. Sedangkan aktif diartikan bahwa Indonesia secara 

aktif mendukung dan berusaha dalam memelihara perdamaan dunia dan secara 

aktif berpartisipasi dalam peyeleseian masalah yang terjadi pada dunia 

Internasional. Politik luar negeri yang dicetuskan oleh wakil presiden pertama 

Drs. Moh Hatta mulai diterapkan pada masa awal kemerdekaan hingga saat ini 

walaupun dalam penerapannya tidak sesuai karena adanya pengaruh baik dalam 

internal maupun eksternal.55 

Perjuangan Indonesia mendukung Palestina memang sudah mulai sejak era 

Presiden Soekarno. Pada saat itu Soekarno tidak mau mengakui kemerdekaan 

Israel  yang di proklamasikan oleh David Ben-Gurion. Menurut Oekarno setiap 

Negara berhak menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan Negara lain. 

sejak saat itu Indonesia tidak membuka hubungan diplomatik dengan IsraelSecara 

(de facto) pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan diri, tetapi 

54 Siti Nuraisyah Dewi. 2014. Indonesia Kirim 1.900 Pasukan Jaga Perdamaian Demi Palestina. 

Diakses dari http://nasional.news.viva.co.id/news/read/520089-indonesia-kirim-1-900-pasukan-

jaga-perdamaian-demi-palestina pada 7 Mei 2017 
55 M. Riza Sihbudi. Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah. (Bandung: PT ERESCO, 1993). Hal 

145 

http://nasional.news.viva.co.id/news/read/520089-indonesia-kirim-1-900-pasukan-jaga-perdamaian-demi-palestina
http://nasional.news.viva.co.id/news/read/520089-indonesia-kirim-1-900-pasukan-jaga-perdamaian-demi-palestina
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untuk berdirinya suatu Negara perlu (de jure) sebagai Negara yang berdaulat. 

Selain Mesir yang menjadi Negara petama yang mengakui Negara Indonesia, 

Palestina adalah salah satu Negara yang membantu Indonesia dalam mewujudkan 

cita-cita menjadi negara yang merdeka dari penjajahan imperialis. Dari situ 

Indonesia berhutang budi kepada Negara-negara Timur Tengah khususnya 

Palestina yang telah mengakui Negara Indonesia menjadi negara yang berdaulat.56  

Terjalinnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Palestina mulai sejak 

Palestina mengakui kedaulatan Indonesia. hingga saat ini ketika Palestina belum 

mempunyai kedaulatan dan masih dijajah oleh Israel Indonesia sering 

memberikan bantuan terhadap Palestina. Bantuan tersebut berbentuk materil 

maupun non materiil. Dengan landasan pembukaan UUD 1945 yang berbunyi 

“Kemerdekaan adalah hak suatu bangsa dan oleh sebab itu penjajahan dunia harus 

dihapuskan” Indonesia secara tegas menolak penjajahan yang terjadi pada 

Palestina harus segera diseleseikan.    

Sebagai upaya mewujudkan perdamaian dunia Indonesia secara aktif 

memberikan bantuan kepada Palestina. Melalui prisnsip bebas aktif yang telah 

dianut oleh Indonesia sejak berdirinya negara, Indonesia tidak pernah menutup 

mata dalam adanya konflik yang terjadi di dunia Internasional khususnya di 

Palestina. Dukungan juga diperoleh dari masyarakat yang mayoritas mempunyai 

ikatan kultural (agama) agar segera terjadi penyeleseian konflik yang terjadi di 

Palestina. 

56  M. Tahir Azhary,S.H. Politik Internasional. ( Jakarta: Erlangga, 1983) hal. 176 
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Indonesia pertama kalinya berpartisipasi dalam misi Pasukan 

Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa (UNEF) untuk Timur 

Tengah pada tanggal 5 November 1956 bertujuan untuk  memelihara keamanan 

dan mengawasi permusuhan di Timur Tengah. Sumbangan yang sangat luar biasa 

dilakukan oleh Indonesia kepada negara-negara Timur Tengah sebagai wujud 

solidaritas kepada negara Timur Tengah. Bentuk timbal balik dari Timur Tengah 

kepada Indonesia dengan memberi dukungan atas perebutan kembali Irian Barat 

untuk kembali dalam pelukan Indonesia.57 

Dukungan Indonesia terhadap resolusi Majelis Umum (MU) PBB No.194 

tentang isu Palestina yang dikeluarkan pada tanggal 11 Desember 1948 yang 

berbunyi: 

“Majelis Umum menegaskan bahwa harus diizinkan secepat mungkin bagi 

pengungsi yang ingin kembali ke rumah mereka dan hidup damai dengan 

tetangganya, dan demikian juga harus mendapat ganti rugi dari harta benda 

sesuai dengan hokum Internasional dnan standar keadilan bagi mereka 

yang tidak ingin kembali lagi58” 

Indonesia sangat mendukung dan setuju atas keluarnya resolusi tersebut, 

karena dalam putusannya memberikan dampak positif untuk rakyat Palestina serta 

mendukung terjadinya kemerdekaan bagi Palestina. Resolusi tersebut sangat 

berarti bagi Palestina khususnya masyarakat Palestina yang sedikit merasa lega 

akan adanya resolusi tersebut. 

Presiden Soekarno menolak diikutsertakan Israel dalam Konferensi Asia 

Afrika tahun 1953. Pada saat itu Negara-negara Timur Tengah sedang berjuang 

57 M. Riza Sihbudi. Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah. (Bandung: PT ERESCO, 1993). Hal 

148 
58 Rahmat, Musthafa, Abd, Jejak-jejak Juang Palestina, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002). 

hlm 274 
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dalam memerdekan diri. Israel yang merupakan bagian dari Imperialis 

menyinggung bangsa Arab jika diikutkan dalam acara tersebut. Pidato pembukaan 

Soekarno menyinggung bahwa “kolonialisme belum mati hanya berubah 

bentuknya”. 59 

Pemerintahan Soekarno sangat serius dalam mendukung perjuangan 

Palestina. Dukungan yang didapatkan tidak hanya dari tingkat pemerintah namun 

juga dari rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia membentuk OISRAA (Organisasi 

Indonesia untuk Setiakawanan Rakyat Asia-Afrika) yang berdiri pada tanggal 

1960 dan tergabung  dalam AAPSO (Organisasi Solidaritas Rakyat Asia Afrika).  

2. Orde Baru

Pergantian pemerintahan dari orde lama ke orde baru di bawah presiden 

Soeharto pada tahun 1965, memperburuk hubungan Indonesia dengan 

negaranegara Timur Tengah, dikarenakan respon dan sikap Indonesia dalam 

masalah konflik Arab-Israel. Ketika masalah terusan Suez60 pada tahun 1956, 

Indonesia denga tegas memihak negara-negara Arab, tetapi dalam perang Arab-

Israel 1967 Indonesia memperlihatkan sikap kurang tegas. Hal ini menimbulkan 

kecurigaan negara-negara Arab selama 12 tahun kepada Indonesia, dikarenakan 

posisi Indonesia sejak perang 1967 lebih banyak menguntungkan Israel daripada 

negaranegara Arab.61 

59 Ibid. Hal 277 
60 Konflik yang terjadi di terusan Suez merupakan serangan militer Inggris, Perancis dan Israel 

terhadap Mesir yang dimulai pada tanggal 29 Oktober 1956. Serangan ini dilancarkan karena pada 

tanggal 26 Juli 1956, Mesir menasionalisasikan Terusan Suez setelah tawaran Inggris dan Amerika 

Serikat untuk mendanai pembangunan Bendungan Aswan dicabut. "Suez crisis" The Concise 

Oxford Dictionary of Politics. Ed. Iain McLean and Alistair McMillan. Oxford University Press, 

2003. 
61 Soetomo, Rusnandi, Hubungan Antara Indonesia dan Timur tengah ,Analisa Vlll, no. 3, (CSIS, 

1979). Hal 250 
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Sikap Indonesia waktu itu didasari oleh realisme dan pragmatisme. Hal 

tersebut kemungkinan besar merupakan faktor penyebab kecurigaan negaranegara 

Arab tersebut. Kepentingan nasional Indonesia tertinggi pada masa ituadalah 

pembangunan nasional yang difokuskan pada bidang ekonomi guna memperoleh 

ketahanan nasional yang optimal.62 Yang pada akhirnya, Indonesia dihadapkan 

pada dilema antara kepentingan nasional yang harus diprioritaskan dan 

meningkatkan hubungan diplomasi lebih erat dengan negara-negara Timur 

Tengah. 

Indonesia menyadari pentingnya kebijakan politik luar negeri untuk 

menjalankan pembangunan yang memerlukan kondisi stabil, aman dan damai, 

bukan hanya didalam negeri Indonesia bahkan ke wilayah-wilayah yang lebih 

jauh lagi diantaranya dengan Timur Tengah. Oleh karena itu, pada Oktober 1977 

Presiden Soeharto berkunjung ke beberapa negara Arab di timur Tengah antara 

lain Mesir, Arab Saudi, Kuwait, Suriah, Bahrain, Qatar dan Uni Emirat Arab 

untuk menjalin hubungan yang lebih erat baik dalam bidang ekonomi, politik dan 

lain sebagainya.63 

Pada tanggal 30 November 1987, presiden Soeharto membuat pernyataan 

terhadap Organisasi Pembebasan Palestina dengan tegas mendukung sepenuhnya 

rakyat Palestina dalam perjuangan mereka mempertahankan hak-hak mereka yang 

tidak bisa dihilangkan. Presiden Soeharto menyatakan: 

“Sebagai suatu bangsa, yang bangga akan warisan perjuangan melawan 

pendudukan kolonial demi kemerdekaan nasional, kita bangsa Indonesia 

selalu memandang perjuangan Palestina sebagai perkara suci, seperti 

62 Ibid hal 250 
63 Sihbudi, Riza,, Menyandera Timur Tengah, hlm 337. 
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perjuangan kita sebagai bagian dari gerakan global yang tidak dapat 

diingkari melawan kuatan kolonial dan dominasi asing64.” 

Ia juga menyatakan konflik di Timur Tengah hanya dapat diselesaikan jika 

rakyat Palestina diberi kemerdekaan atas negaranya dan Israel meninggalkan 

tanpa syarat seluruh wilayah yang diduduki termasuk Jerusalem. Setidaknya ada 3 

pola hubungan yang terjadi antara Orde Baru dan Islam yang berkuasa selama 32 

tahun pada masa presiden Soeharto. Pertama, pada 70- an hubungan Islam dan 

orde baru bersifat konfrontatif, rivalitas atau antagonis. Pada waktu itu, hubungan 

islam dan negara tampak renggang, bertolak belakang dan bermusuhan, bahkan 

bertentangan. Periode ini ditandai kuatnya negara secara ideologi politik 

menguasai wacana pemikiran sosial politik dikalangan masyarakat. Orde Baru 

memberlakukan islam sebatas memajukan kesalehan pribadi dan menentang 

politisasi agama.65 

Kedua, hubungan Islam dan Orde Baru bersifat reaktif kritis atau 

resiplokal, yaitu suatu hubungan saling pengertian, timbal balik, serta pemahaman 

diantara kedua belah pihak. Pada periode ini, Orde Baru mulai memandang islam 

merupakan denominasi politik yang tidak bisa dikesampingkan. Dan ini 

berdampak membaiknya hubungan Indonesia-Timur Tengah. 

Ketiga, bersifat akomodatif atau integritas simbiosis. Pola hubungan ini 

saling mengerti antara satu sama lain ditandai dengan responsipnya pemerintah 

terhadap kelompok islam. Kebijakan Indonesia atas Israel sejak kemerdekaan 

sampai masa Soeharto pada dasarnya tidak pernah berubah, tetap tidak mengakui 

64 Indonesian News and Views (Washington DC), Vol. 8, No. 3. Hlm 4-5.
65 Thaha, Idris, Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurholish Madjid dan M. Amien Rais, 

(Jakarta: Penerbit Teraju, 2005). hlm 168-190.
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negara Israel dan karena itu tidak ada hubungan diplomatik dan tidak ada kantor 

perwakilan diantara kedua belah pihak.66 

Pada tahun 1987, Presiden Soeharto menerima kunjungan pimpinan 

PLO67, Yasser Arafat. Dalam pertemuan ini, Yasser Arafat meminta dukungan 

Indonesia terhadap pendirian negara Palestina, dan Indonesiapun mendukungnya. 

Maka pada tahun 1989 hubungan diplomatik Indonesia dengan Palestina sudah 

mulai akrab, ditandai dengan berdirinya Kedutaan Besar Palestina di Jakarta.  

Setelah Kedutaan Palestina dibuka, Menteri Luar Negeri Ali Alatas Alatas 

sangat gigih memperjuangkan Palestina untuk merdeka. Ali Alatas sangat tegas 

menolak hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel. Bahkan Ali Alatas 

menyatakan: 

“Indonesia tidak akan pernah mengakui Israel sebagai negara selama Israel 

tidak menyelesaikan permasalahannya dengan negara-negara di Timur 

Tengah.68” 

3. B.J Habibie

Prof. Dr. Ing. Dr. Sc.h.c. Bacharuddin Jusuf Habibie adalah Presiden 

ketiga Indonesia (1998-1999) setelah lengsernya Soeharto dari Jabatannya. Pada 

masa B.J Habibie dinilai Mehdawi tidak ada tindakan yang berarti dalam 

peningkatan hubungan Indonesia dan Palestina. Diawal masa pemerintahannya, 

66 Prayitno, Adi, Politik Akomodasi Islam: Percikan, Pemikiran Politik Bahtiar Effendi, hlm 65-

66. 
67 Sebuah organisasi yang didirikan pada tahun 1964 dengan tujuan pembebasan Palestina. Hal ini 

diakui sebagai wakil sah satu-satunya rakyat Palestina oleh lebih dari 100 negara yang memegang 

hubungan diplomatik. Madiha Rashid al Madfai, Jordan, the United States and the Middle East 

Peace Process, 1974–1991, Cambridge Middle East Library, Cambridge University Press 

(1993).ISBN 0-521-41523-3. p. 21:"On 28 October 1974 
68 https://www.academia.edu/4964281/Komunikasi Internasional Indonesia Dalam Upaya

Mendukung Palestina Sebagai Negara yang Berdaulat Tema Komunikasi Internasional Indonesia

Dalam Kancah Global 
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presiden Habibie menghadapi persoalan legitimasi yang cukup serius. Akan tetapi, 

Habibie berusaha mendapatkan dukungan Internasional dengan berbagai cara. 

Upaya yang dilakukan pada masa presiden Habibie adalah,menghasilkan 

dua Undang-Undang yang berkaitan dengan perlindungan atas Hak Asasi 

Manusia. Selain itu, pemerintahan Habibie pun berhasil mendorong ratifikasi 

empat konvensi internasional dalam masalah hak-hak pekerja. Pembentukan 

Komnas perempuan juga dilakukan pada masa pemerintahan Habibie yang pendek 

tersebut. Dengan catatan positif atas beberapa kebijakan dalam bidang HAM yang 

menjadi perhatian masyarakat internasional ini, presiden Habibie berhasil 

memperoleh legitimasi yang lebih besar dari masyarakat Internasional untuk 

mengkompensasi minimnya legitimasi dari kalangan domestik. 

4. Abdurrahman Wahid

Abdurrahman Wahid sebagai tokoh yang sangat peduli akan persoalan 

Palestina-Israel. Persoal Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi pertimbangan-

pertimbangan dalam menjalankan berbagai tindak kepeduliannya. Ketika menjadi 

presiden, Abdurrahman Wahid mengambil langkah untuk perdamaian Palestina-

Israel. Sehingga presiden Abdurrahman Wahid memiliki gagasan untuk membuka 

hubungan diplomatik dengan Israel demi menjadi penengah konflik kekerasan 

Palestina-Israel yang berkepanjangan.69 

Menurut presiden Abdurrahman Wahid, untuk mencapai perdamaian 

antara Palestina-Israel yaitu dengan menegakkan keadilan dan memberikan 

hakhak Palestina kemudian baru membicarakan soal perdamaian. Hal tersebut 

69http://journal.unair.ac.id/filerPDF/jahid19445cef82full.pdf 
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cukup dibuktikan dengan penegakkan keadilan terkait pemberian apa yang 

menjadi hak Palestina merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya perdamaian 

antara Palestina-Israel. Dalam kutipan presiden Abdurrahman Wahid, 

menyatakan: 

“Meminta kepada pihak Palestina Hamas maupun Fatah dan Israel kembali 

ke meja perundingan. Jika tidak, jumlah rakyat tidak berdosa yang menjadi 

korban perang akan semakin banyak. Keduanya harus berunding dan 

bernegoisasi. Jika tidak, rakyat Palestina akan habis karena mesin perang 

Israel itu jauh diatas mesin perang Palsetina. Saya ngeblok rakyat 

Palestina, karena itu saya tidak tega melihat mereka jadi korban perang. 

Kasihan mereka.70” 

Salah satu bentuk nyata presiden Abdurrahman Wahid adalah 

keterlibatannya dalam pembentukan komisi tiga agama (Islam, Kristen, Yahudi) 

demi mengupayakan percepatan perdamaian Palestina-Israel.71 Kesepakatan 

tersebut dicapai pada pertemuan informal di Bordeaux, Paris. Abdurrahman 

Wahid merupakan satu dari beberapa tokoh yang dipercaya mewakili dunia islam 

bersama Choiri Jambek dari Jordania dan seorang Imam Masjid Legend Park 

London, Syekh Sulaiman. Pertemuan tersebut dianggap sebagai suatu babak baru 

dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel. 

Tugas utama komisi 3 agama adalah memberi berbagai masukan terkait 

percepatan pencapaian perdamaian. Komisi 3 agama juga bertugas merumuskan 

segala materi yang akan menjadi bahasan mereka, termasuk pula perundingan 

dengan Hamas, yang hingga saat ini masih berperang dengan tentara Israel.72 

70 Pernyataan Gus Dur dalam Duta, Sabtu, 10 Januari 2009 dalam M. Rofiq Madji. Jurus Dewa 

Mabuk Ala Gus Dur. (Jombang: Pustaka Tebuireng,2012) Hal. 45. 
71 M. Rofiq Madji. Jurus Dewa Mabuk Ala Gus Dur. (Jombang: Pustaka Tebuireng,2012) Hal. 73-

74. 
72 http://journal.unair.ac.id/filerPDF/jahid19445cef82full.pdf 
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Menurut presiden Abdurrahman Wahid, pihak konservatif Israel adalah 

penyebab kekerasan dalam konflik Palestina-Israel. Segala tindak kekerasan yang 

dilakukan kaum konservatif Israel tidak akan pernah bisa menyelesaikan konflik. 

Penyelesaian permasalahan melalui kekerasan hanya akan mengarahkan pada 

kehancuran. Dan yang paling penting adalah serangan-serangan tersebut 

merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, terutama bagi rakyat 

Palestina yang menjadi korban kekerasan dan prinsip-prinsip perdamaian di 

kawasan Timur Tengah. Bahwa tindakan Palestina dan Israel merupakan tindakan 

yang tidak dilandasi oleh rasa keadilan.73 

Disisi lain, dalam menyikapi hubungan diplomatik Indonesia-Israel yang 

tidak pernah ada, presiden Abdurrahman Wahid memilih berpihak kepada Israel. 

Bahwa pertentangan Arab-Israel serta prasangkaan tentang permusuhan Islam- 

Yahudi tidak seharusnya menghalangi Indonesia untuk membuka hubungan 

diplomatik dengan Israel. Karena menurutnya, dengan yang atheis (RRC, Uni 

Soviet, dan Kuba) saja Indonesia mengadakan hubungan diplomatik.74 Dalam 

salah satu pernyataanya, “Beberapa waktu lalu saya katakan kepada ribuan warga 

Yahudi Amerika Serikat di Los Angeles, jika pemerintah Israel ingin diakui 

sebagai negara yang berdaulat, mestinya Israel juga harus mengakui Palestina 

sebagai negara yang merdeka.75” 

Abdurrahman Wahid sangat peduli dengan konflik Palestina-Israel yang 

tidak kunjung usai, termasuk pula kepeduliannya terhadap pembebasan bangsa 

Palestina. Mengingat semakin membaiknya hubungan Israel dengan beberapa 

73 Ibid 
74 http://journal.unair.ac.id/filerPDF/jahid19445cef82full.pdf 
75 . Rofiq Madji. Jurus Dewa Mabuk Ala Gus Dur. (Jombang: Pustaka Tebuireng,2012) Hal 89 
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negara di kawasan Timur Tengah saat itu, meski hubungan tidak resmi dalam 

hubungan diplomatik, seperti pembukaan atas perdagangan atau pengiriman 

mahasiswa-mahasiswa untuk belajar di Israel telah dijalankan. Apabila Indonesia 

tetap diam menutup hubungan diploatik, maka akan sama artinya dengan merusak 

komitmen bangsa Indonesia dalam melaksanakan kebijakan luar negerinya 

dengan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan 

keadilan sosial.76 

5. Megawati Soekarno Putri

Megawati dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 23 

Juli 2001. Pada awal pemerintahannya, suasana politik dan keamanan menjadi 

kondusif. Walaupun ekonomi Indonesia mengalami perbaikan, seperti nilai tukar 

rupiah yang agak stabil, tetapi Indonesia pada masa pemerintahannya tetap saja 

tidak menunjukkan perubahan yang berarti dalam bidang-bidang lainnya. Pada 

masa Megawati Soekarno Putri menurut Mehdawi tidak ada tindakan yang berarti 

dalam peningkatan hubungan Indonesia dan Palestina.77  

Belajar dari pemerintahan presiden yang sebelumnya, Megawati lebih 

memperhatikan keadaan dalam negeri, seperti mengunjungi wilayah-wilayah 

konflik di Tanah Air seperti Aceh, Maluku, Irian Jaya, Kalimantan Selatan atau 

Timor Barat. Dengan mengunjungi wilayah-wilayah tersebut, anggaran presiden 

ke luar negeri dapat dihemat dan dialokasikan untuk membantu dan mengurangi 

penderitaan rakyat di daerah-daerah itu, tanpa harus mengabaikan pelaksanaan 

76 Ibid hal 90 
77https://www.academia.edu/4964281/Komunikasi Internasional Indonesia Dalam Upaya 

Mendukung Palestina Sebagai Negara yang Berdaulat Tema Komunikasi Internasional Indonesia

Dalam Kancah Global. 
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politik luar negeri sebagai salah satu aspek penting penyelenggaraan pemerintah 

yang pelaksanaannya di bawah koordinasi Menteri Luar Negeri. Dan yang lebih 

penting, untuk membuktikan kepada rakyat bahwa pemerintahan Megawati 

memiliki sense of urgency dan sense of crisis yang belum berhasil dibangun 

pemerintahan sebelumnya.78 

6. Susilo Bambang Yudhoyono

Pada tahun 2004 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih menjadi 

presiden Republik Indonesia. terjadi perubahan dan perkembangan terutama 

dalam sektor ekonomi. Sesuai dengan prinsip hubungan luar negeri SBY yaitu A 

million friend zero enemy maka dalam hal ini Israel juga dianggap sebagai partner 

dalam perpolitikan luar negeri walaupun tidak termasuk dalam hal kerjasama 

diplomasi. 

Dalam upaya terjadinya perdamaian di Timur Tengah khususnya di 

Palestina Pemerintah sangat mendukung Resolusi DK PBB No 242 dan No 338 

yang didalamnya dinyatakan “pengambilan tanpa syarat wilayah Arab yang 

diduduki Israel dan pengakuan atas hak-hak rakyat Palestina untuk menentukan 

nasibnya sendiri”. Indonesia senantiasa mendukung penuh dalam misi 

penyeleseian konflik di Timur Tengah. Sejalan dengan adanya resolusi DK PBB.  

Pada periode yang pertama presiden SBY mendatangi Mehdawi untuk 

menanyakan kebutuhan Palestina yang dapat dibantu oleh Indonesia.79 Apresisasi 

didapatkan oleh Indonesia dari Mehdawi yang secara tulus ingin membantu 

Palestina. Setelah pertemuan tersebut Indonesia semakin keras dalam mendukung 

78 http://kepustakaan-presiden.pnri.go.id, diakses pada 20 okt 2009. 
79 http://sby.kepustakaan-presiden.pnri.go.id/index.php/fokus/2006/06/13/651.html. diakses pada 

tanggal 28 juni 2019 

http://sby.kepustakaan-presiden.pnri.go.id/index.php/fokus/2006/06/13/651.html
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Palestina untuk mendapatkan hak-haknya. Indonesia dangat aktif dalam forum 

multilateral  untuk menyuarakan perdamaian di Palestina.  

Pada masa SBY dukungan berupa capacity building juga menjadi program 

pemerintahan SBY. Pada tahun 2008 Presiden SBY bekerjasama dengan 

kementrian untuk membuat program bantuan untuk peningkatan kualitas rakyat 

Palestina. Hal ini ditanggapi positif oleh pemerintah Palestina sebagai bantuan 

kongkrit yang diberikan pemerintah Indonesia. 

Selain itu dukungan Indonesia juga berupa pengiriman relawan MER-C, 

KISPA (Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina) serta Palang Merah 

Indonesia. Bantuan sangat diperlukan karena kondisi Palestina pada saat itu 

memang sangat butuh bantuan khususnya dalam bidang medis. MER-C80 

(Medical Emergency Rescue Commite) banyak membanu dalam proses evakuasi 

korban-korban konflik maupun korban bencana. Fokus pada saat itu berada di 

jalur Gaza yang pada waktu itu wilayah erbanyak yang terdampak konflik. Ribuan 

penduduk Gaza terbunuh dalam konflik yang pada waktu itu terjadi.  

Selanjutnya bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia berupa 

bantuan kemanusiaan dan sosial. Indonesia bekerja sama dengan jepang dengan 

membentuk forum Conference on Cooperation among East Asian Countries for 

Palestinian Development (CEAPAD).tujuan dari pembentukan forum tersebut 

untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Palestina. Selain itu Indonesia 

80 MER-C merupakan lembaga sosial-kemanusiaan yang berperan aktif dalam menangani secara 

medis korban akibat konflik dan bencana alam yang didirikan oleh mahasiswa UI (Universitas 

Indonesia) pada tahun 1999. Kegiatan pertolongan medis berawal dari konflik yang melanda 

Maluku hingga ke wilayah-wilayah konflik di dunia.
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juga aktif mengajak negara-negara ASEAN untuk secara aktif mendukung 

Palestina.81 

Dari pembahasan diatas, dapat kita pahami bahwa tidak semua 

kepemimpinan memiliki kesamaan paradigma. Setiap pemimpin memiliki 

kebijakan politiknya masing-masing, tetapi dengan perbedaan paradigma tersebut 

tidak seutuhnya memutuskan hubungan diplomatik antara negara-negara lain, 

salah satunya hubungan diplomatik Indonesia-palestina, sehingga hubungan 

diplomatik tersebut tetap terjalin hingga saat ini. 

81 M. Riza Sihbudi. Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah. (Bandung: PT ERESCO, 1993). Hal 

164 
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BAB IV 

ANALISA KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA PASCA 

DIAKUINYA YERUSALEM SEBAGAI IBUKOTA ISRAEL 

Pada bab ini, penulis lebih memfokuskan tentang prioritas pembangunan 

politik luar negeri Indonesia dalam konteks permasalahan yang terjadi atas Israel-

Palestina khususnya pasca diakuinya Yerusalem sebagai Ibukota Israel, bahwa 

Pembahasan di dalam bab ini terbagi ke dalam dua bagian utama. Bagian yang 

pertama (Bagian 1) mendiskusikan tentang dasar pengambilan kebijakan politik 

luar negeri Indonesia, dalam hal ini menggunakan Konsep K.J Holsti yang 

menjelaskan ada dua faktor dalam pengambilan kebijakan luar negeri, dan 

kebijakan luar negeri Indonesia pasca diakuinya Yerusalem sebagai Ibukota 

Israel. 

Maka pada bagian kedua dalam bab ini (2) akan dipaparkan analisa 

kebijakan luar negeri Indonesia terhadap isu Yerusalem pasca diakuinya sebagai 

Ibukot Israel oleh Amerika Serikat. Pada analisa ini akan menggunakan 

determinan pembuatan kebijakan William D. Coplin.  

1. Faktor Pengambilan Kebijakan Luar Negeri Dan Kebijakan Luar Negeri

Indonesia.

A. Faktor Pengambilan KebijakanLuar Negeri Indonesia

Kebijakan luar negeri Indonesia menanggapi isu Palestina didorong oleh 

prinsip kemanusiaan dan hak asasi manusia. Kedua prinsip tersebut menjadi faktor 

utama dalam pengambilan kebijakan luar negeri Indonesia. Demikan perumusan 

kebijakan ini didorong oleh beberapa faktor diantara, sejarah, kesaman agama dan 



58 

faktor politis lainnya. Dalam konteks sejarah hubungan antara Indonesia dan 

Palestina tercatat sangat erat, berawal ketika Indonesia meminta dukungan kepada 

Internasional untuk mengakui kemerdekaan palestina sebagai bentuk janji 

Indonesia saat KAA pertama, serta menolak keras kolonialisme yang dilakukan 

keadilan. 

Sudah jelas sesuai dengan konstitusi Indonesia UUD 1945 Indonesia 

mempunyai komitmen dalam menghapuskan penjajahan diatas dunia. Sejak itulah 

negara Indonesia memberlakukan  Politik bebas-aktif sebagai landasan dasar 

dalam politik luar negeri yang telah dianut sejak berdirinya Negara Indonesia 

82 https://rubrikkristen.com/82-anggota-dpr-ri-beragama-kristen/ diakses pada tanggal 1 Juni 2019 
83 Wawancara dengan Izza Maulida Muris, Fungsional Diplomasi, Direktur Timur Tengah,

Kementrian Luar Negeri Indonesia, pada tanggal 14 Mei 2019 
84 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 
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memperjuangkan 

“Untuk kebijakan luar negeri Indonesia dari masa presiden Soekarno 

sampai era jokowi secara konsisten mendukung palestina untuk 

mendapatkan hak-haknya. Indonesia sebagai penggagas KAA masih 

untuk Palestina kepada 

oleh Israel kepada Palestina. Lebih lanjut Selain secara histororis kesamaan 

pemeluk agama baik Indonesia-Paletina menjadikan hubungan kedua negara ini 

membuat ikatan emosional tersendiri terhadap pengambil kebijakan dalam 

menentukan kebijakan yang diambil menanggapi isu Palestina.82 

hutang mempunyai 

kemerdekaannya, untuk iu indonesia akan selalu memberikan sikap untuk 

isu Palestina yang dinilai merampas hak-hak Palestina”83 

Mengacu pada pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.84 Indonesia selalu berperan 

aktif dalam memelihara perdamaian dunia. Oleh karena itu, penjajahan diatas 

dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri 

https://rubrikkristen.com/82-anggota-dpr-ri-beragama-kristen/
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dengan tujuan secara aktif berkontribusi dalam setiap permasalahan yang ada pada 

dunia Internasional. 

K.J Holsti menjelaskan terdapat faktor internal dan eksternal negara dalam

perumusan kebijakan tersebut. Pada faktor eksternal didalamnya mencakup segala 

diambil AS mau tidak mau membuat Indonesia secara tegas memberikan 

sikapnya. Arah kebijakan juga bisa dilihat dari kepentingan nasional dari suatu 

negara seperti kebijakan luar negeri Indonesia.  

Kepentingan nasional (National Interest) merupakan salah satu faktor yang 

wajib dikaji dalam hubungan internasional dalam melihat fenomena-fenomena 

85 K.J Holsti, International Politic A Framework for Analysis 6ͭ ͪ ed (New Jersey A Simon & 

Schuster Company,1992)  hal 275 
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fenomena dan kondisi internasional yang menjadi dorongan sebuah negara dalam 

mengambil keputusan politik untuk strategi merespon atas kondisi tersebut. Dari 

kedua faktor tersebut mempunyai porsi yang berbeda dalam mempengaruhi 

kebijakan luar negeri. 

K.J Holsti, menjelaskan pada faktor internal didalamnya meliputi

Government and Philosophy85. Sebuah kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh 

kesepakatan konstitusi serta pengaruh kelompok pembuat kebijakan atau juga 

rezim yang berkuasa pada suatu negara. Secara konstitusi UUD 45 Indonesia 

sebagai dasar pengambilan kebijakan luar negeri Indonesia sudah jelas bahwa 

sikap yang diambil Indonesia dalam menjaga ketertiban dunia dan perdamaian 

dunia. Oleh karena itu kepentingan nasional sebagai salah satu dasar untuk 

mengambil keputusan dalam kebijakan luar negeri menentukan kebijakan 

tersebut. Palestina sebagai negeri yang terdampak langsung oleh kebijakan yang 
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yang ada di dunia internasional. Hal ini digunakan untuk merepresentasikan dan 

mendukung kebijakn-kebijakan yang diambil oleh suatu negara.86 

Kepentingan nasional merupakan unsur utama sebuah negara dalam 

menentukan kebijikan luar negeri. Faktor tersebut juga menentukan para aktor 

mempunyai rasa solidaritas tinggi kepada masyarakat Palestina. 

“Dukungan dari rakyat indonesia yang secara religius maupun kemanusiaan 

mendorong terbentuknya kebijakan tersebut. beberapa aksi juga dilakukan 

oleh masyarakat untuk mendorong pemerintah merespon isu Palestina. Juga 

kepentingan nasional Indonesia yang mendorong para pengambil keputusan 

untuk mengambil kebijakan menanggapi isu Palestina.”87 

86 Griffiths, M. & O’Callagan,T.International Relations: The key Concept.Rouledge, . 2002 hal. 

203. 
87 Wawancara dengan Izza Maulida Muris,  Fungsional Diplomasi, Direktur Timur Tengah, 

Kementrian Luar Negeri Indonesia, pada tanggal 14 Mei 2019 
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pembuat keputusan dalam perumusan politik luar negeri. Sebagai perwujudan 

aspirasi masyarakat Indonesia agar pemerintah aktif dalam penyeleseian konflik di 

Palestina. Mengingat Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya 

muslim, menjadikan ikatan secara emosional untuk warga Palestina sebagai 

korban daalam konflik tersebut. Secara psikologis tindakan yang diambil oleh 

Presiden AS dapatmerugikan Palestina dan menjauhkan dari kata perdamaian 

untuk Palestina dan Israel. 

Aksi-aksi yang dilakukan oleh masyarakat yang mayoritas digalang oleh 

organisasi-orgnisasi muslim untuk mendorong pemerintah agar memberikan 

langkah kebijakan strategis dalam penyeleseian konflik di Palestina. Tak sampai 

situ organisasi-organisasi tersebut juga menggalang dana untuk member bantuan 

kepada masyarakat Palestina yang terdampak konflik yang berkepanjangan 

khususnya di Jalur Gaza. Hal tersebut  membuktikan bahwa masyarakat Indonesia 
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Kedua, faktor eksternal yang mempengaruhi kebijakan luar negeri 

Indonesia meliputi situasi politik internasional yang membuat Indonesia harus 

memberi keputusan dalam menanggapi situasi tersebut.  Kota Yerusalem sebagai 

kota suci dari tiga negara yang menjadi sengketa antara Palestina dan Israel 

Yerusalem yang diakui oleh AS sebagai ibukota Israel melanggar hukum 

internasional. Sesuai dengan Resolusi DK 242 (1967) dan 338 (1973) 

menyebutkanpengembalian tanpa syarat seluruh wilayah arab yang diduduki 

Israel dan pengakuan atas hak-hak sah rakyat Palestinauntuk menentukan 

nasibnya sendiri, mendirikan negaradiatas tanah airnyasendiri dengan  al-Quds al 

88 M.Tahir Azhary. Internasional Pokitics. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1983) hal 21 
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membuat pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. 

Holsti melihat Structure of the system (struktur sistem internasional) dapat 

mempengaruhi besar maupun kecilnya kebijakan luar negeri suatu negara 

terhadap negara lain. faktor ini menggunakan pendekatan struktur power system88. 

Situasi politik yang terjadi pada dunia Internasional goyang ketika AS mengakui 

Yerusalem sebagai ibukota Israel. AS sebagai negara adidaya menggunakan 

kekuatannya untuk memberikan tekanan kepada Internasional dalam 

keputusannya mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel.  

Palestina yang terdampak langsung dari kebijakan tersebut sangat 

membutuhkan dukungan dari semua negara dunia. Hal ini mempengaruhi 

Indonesia untuk mengambil kebijakan dalam merespon keputusan AS tersebut. 

Selain dari sisi kemanusiaan, konflik yang terjadi pada sengketa Yerusalem 

tersbut membuat sensitifitas agama tersentuh. 
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Syarif  (Yerusalem Timur) sebagai ibukotanya serta prinsip land for peace. Atas 

dasar itu Indonesia secara tegas memberikan sikapnya untuk menolak pengakuan 

yang lakukan oleh AS. 

Dari faktor yang telah diatas, tidak bisa dipungkiri bahwa kebijakan luar 

Internasional untuk menunjukan pentingnya keadilan dan kemanusiaan di Dunia. 

Banyak upaya yang sudah dilakukan oleh Indonesia dalam rangka 

memperjuangkan hak-hak Palestina. 

89 Wawancara dengan Izza Maulida Muris,  Fungsional Diplomasi, Direktur Timur Tengah, 

Kementrian Luar Negeri Indonesia, pada tanggal 14 Mei 2019 
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negeri Indonesia dipengaruhi beberapa faktor yang sudah dijelaskan. Bagi 

Indonesia ini merupakan tantangan bagi Indonesia untuk memberikan jawaban 

pada tantangan Internasional serta meningkatkan kepercayaan kepada Indonesia 

bagi dunia internasional, sudah menjadi tanggung jawab Indonesia dalam hal 

prdamaian dunia  seperti yang disampaikan oleh  izza maulida muris ”Indonesia 

akan selalu berkomitmen dan memprioritaskan Palestina dalam kebijakan luar 

negeri Indonesia sampai kapanpun komitmen itu akan terus dipegang sampai 

Palestina mendapatkan hak-haknya sebagai negara yang merdeka“.89 

B. Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pasca diakuinya Yerusalem sebagai

Ibukota Israel

Dukungan terhadap Palestina bukan terbatas pada persoalan agama, juga 

dukungan terhadap kemerdekaan Palestina juga bukan hanya kepentingan 

Indonesia. Namun, hal tersebut adalah kewajiban untuk semua negara 
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a. Diplomasi Indonesia Terhadap Isu Yerusalem pasca diakuinya sebagai

Ibukota Israel

Sebagai bangsa yang berdaulat dan bagian dari komunitas 

internasional, pembangunan di bidang politik luar negeri merupakan bagian 

penting yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional di bidang-bidang 

lainnya. Politik luar negeri sangat terkait dengan situasi kondusif dan 

kerjasama internasional yang diperlukan bagi kesuksesan pembangunan 

nasional. Aspirasi Indonesia dalam meningkatkan kepemimpinan dan 

kontribusi terhadap berbagai kerjasama internasional terwujud dalam 

kerjasama regional maupun global.  

Pada naskah visi-misi presiden terpilih pada konteks politik luar negeri 

mendapat perhatian yang cukup besar. Dalam konsepsi Trisakti, yaitu 

berdaulat dalam politik, mandiri dalam ekonomi dan berkepribadian dalam 

kebudayaan, politik luar negeri dibahas sebagai bagian dari butir pertama, 

bersama dengan isu pertahanan dan keamanan (hankam). Proporsi kedua topik 

dalam butir pertama tersebut kurang lebih sama besar. Lebih dari itu, politik 

luar negeri juga diharapkan dapat membantu mewujudkan visi kemandirian 

ekonomi dan berkepribadian dalam budaya melalui kerjasama dan diplomasi 

internasional.90 

Perubahan politik di tingkat regional maupun global seperti 

meningkatnya terorisme, Arab spring, eskalasi konflik Israel-Palestina, dan 

sebagainya menghasilkan sejumlah tantangan untuk tampil dengan inisiatif 

90 Analisis Kinerja Kementerian Luar Negeri Indonesia(2015-2018), Fitriani dan Vido Chandra 

Panduwinata 
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yang konstruktif dan positif bagi kepentingan nasional. Peristiwa pada akhir 

tahun 2017 saat Presiden Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibukota 

Israel membuat gempar dunia Internasional. Dalam pidatonya tersebut AS 

akan segerea meindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem yang sebelumnya 

berada di Tel Aviv. Hal tersebut membuat masalah baru bagi Palestina yang 

semakin dirugikan dan menderita. Merespon hal tersebut Presiden Joko 

Widodo mengecam keras hal tersebut yang tidak mempertimbangkan 

keputusannya semakin menjauhkan dari kata perdamaian. 

“Saya meminta Amerika Serikat mempertimbangan kembali keputusan 

tersebut. Pengakuan sepihak tersebut telah melanggar berbagai 

resolusi Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum PBB, yang 

Amerika Serikat menjadi anggota tetapnya. Saya juga telah 

memerintahkan Menlu untuk memanggil Duta Besar Amerika Serikat, 

untuk langsung menyampaikan sikap Pemerintah Indonesia.”91 

Tnggal 7 Desember 2019 Menteri Luar Negeri sesuai intruksi Prsiden 

Joko Widodo melangsungkan pertemuan dengan duta besar Amerika Serikat 

untuk Indonesia, Joseph Donovan, untuk membahas isu Yerusalem. Menlu 

Retno menjelaskan sikap yang diambil oleh Indonesia dalam pengakuan 

Yerusalem sebagai ibukota Israel sesuai yang diintruksikan Presiden Joko 

Widodo menolak keras sikap Amerika Serikat.  

“ Duta Besar Donovan menerima pernyataan pemerintah Indonesia 

tersebut dan berjanji akan menyampaikannya ke Washington DC. 

Namun, Donovan juga menegaskan Pemerintah AS belum akan 

berubah sikapnya.”92ujar Menteri Retno. 

91https://today.line.me/id/pc/article/Soal+Yerusalem+Jokowi+Amerika+Banyak+Melanggar+Reso

lusi+PBB-M6o8PQ  diakses pada tanggal 1 Agustus 2019 
92 https://nasional.tempo.co/read/1040553/ini-hasil-pertemuan-menlu-retno-dengan-dubes-as-

terkait-yerusalem 

https://today.line.me/id/pc/article/Soal+Yerusalem+Jokowi+Amerika+Banyak+Melanggar+Resolusi+PBB-M6o8PQ
https://today.line.me/id/pc/article/Soal+Yerusalem+Jokowi+Amerika+Banyak+Melanggar+Resolusi+PBB-M6o8PQ
https://nasional.tempo.co/read/1040553/ini-hasil-pertemuan-menlu-retno-dengan-dubes-as-terkait-yerusalem
https://nasional.tempo.co/read/1040553/ini-hasil-pertemuan-menlu-retno-dengan-dubes-as-terkait-yerusalem
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93 Ibid 
94 https://kemlu.go.id/portal/id/read/23/halaman_list_lainnya/isu-palestina dikses pada tanggal 30 

Juni 2019 
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Menteri Retno juga sudah menghubungi Menteri Luar Negeri Amerika 

Serikat, Rex Tillerson, untuk menindak lanjuti sikap yang ditunjukan oleh 

Indonesia. Walaupun tanggapan dari Menteri Luar Negeri AS tetap 

mengukuhkan sikapnya mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel dan akan 

memindahkan Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Yerusalem.93  

Tanggal 13 Desember 2017 Menteri Retno dan delegasi yang dipimpin 

langsung oleh Presiden Jokowi mendatangi KLB OKI di Istanbul, Turki. Pada 

forum tersebut akan memfokuskan masalah yang terjadi di Yerusalem. 

Indonesia yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo pada forum 

tersebut menyerukan 6 poin terkait sikap yang diambil oleh Indonesia. Adapun 

6 poin tersebut meliputi94 : 

a.

b.

c.

d.

OKI harus secara tegas member penolakan unilateral AS itu. Two state 

solution adalah solusi satu-satunya dengan Yerusalem Timur sebagai 

Ibukota Palestina

Semua Negara tidak memindahkan kedutaan besar di Tel Aviv tidak 

mengikuti jejak AS untuk memindahkan ke Yerusalem.

OKI sebagai motor penggerak untuk Negara yang belum mengakui 

kemerdekan Palestina untuk dapat segera mengakui kemerdekaan 

Palestina.

Memberikan seruan kepada Negara yang mempunyai hubungan 

diplomatik dengan Israel untuk meninjaunya kembali.

https://kemlu.go.id/portal/id/read/23/halaman_list_lainnya/isu-palestina
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e. Negara-negara anggota OKI harus mengambil langkah dalam hal

peningkatan bantuan kemanusiaan, peningkatan kapasitas , dan kerjasama

ekonomi untuk Palestina.

f. OKI menjadi penggerak di berbagai forum Internasional dan multiteral

dalam mendukung Palestina, termasuk pada Majelis Umum PBB.

“Karena ini ranah politik kita berpartisipasi pada saat KTT OKI 

Desemebr 2017 di Turki, Presiden Joko Widodo langsung yang 

menghadiri forum tersebut, sedangkan negara lain hanya memberikan 

utusan untuk menghadiri forum tersebut. hal itu sudah menunjukan 

bagaimana keseriusan Pemerintah Indonesia dalam menanggapi isu 

Palestina”.95 

Di dalam Hubungan Internasional, secara teoritis menurut paradigma 

realisme, ambisi geopolitik suatu negara (assertiveness) yang didukung oleh 

kapasitas militer dan ekonominya dapat mendorong negara tersebut untuk 

mengubah keteraturan (order) di dalam lingkungan internasionalnya. Negara 

yang asertif dan memiliki kapasitas untuk mewujudkannya seringkali 

dipandang menghadirkan ancaman bagi negara lainnya.96  

Dalam posisinya sebagai negara middle power ini, Indonesia 

mengisyaratkan posisinya tidak larut di dalam persaingan kekuasaan di antara 

negara-negara besar, akan tetapi berdiri mewakili negara-negara lainnya yang 

tidak ikut di dalam persaingan kekuasaandan mendorong terciptanya tata 

dunia yang lebih damai dan stabil. Sebagai middle power, tentu saja Indonesia 

tidak bisa hanya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk berdiplomasi 

dengan negara-negara great powers.   

95 Wawancara dengan Izza Maulida Muris, Fungsional Diplomasi, Direktur Timur Tengah,

Kementrian Luar Negeri Indonesia, pada tanggal 14 Mei 2019 
96 Totok Sarsito, Politik Internasional, (Surakarta:SEBELAS MARET UNIVERSITY PRESS,

1993) hal 73 
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Diplomasi sebagai instrument politik luar negeri harus bisa dilakukan 

secara efektif supaya tujuan-tujuan yang ada pada politik luar negeri tercapai. 

Diplomasi secara umum untuk membangun kerjasama antar negara agar 

terjadi kespakatan yang saling menguntungkan. Begitu juga yang terjadi pada 

pemerintah Indonesia, dengan penerapan soft diplomacy.97 

Diplomasi Indonesia berhasil menggalang kekuatan negara-negara 

anggota OKI melawan kekuatan AS di PBB. Sebuah draf resolusi yang 

dirancang Mesir yang menolak pengakuan AS atas Yerusalem sebagai ibu 

kota Israel berhasil untuk dibawa ke Sidang DK PBB. 

Pada tangal 16 Desemeber 2017 draft resolusi berhasil dibawa ke DK 

PBB. Sebanyak 15 negara anggota tetap dan tidak tetap DK PBB melakukan 

pemungutan suara di markas besar PBB, Kota New York, Negara Bagian New 

York, Amerika Serikat. Sejak kali pertama draf resolusi diedarkan ke seluruh 

negara anggota, DK PBB yakin resolusi tersebut tidak akan gol. AS, negara 

yang memicu kekisruhan di seluruh penjuru dunia karena mendeklarasikan 

Kota Yerusalem sebagai ibu kota Israel, jelas akan menggunakan hak vetonya. 

Sebagai anggota tetap DK PBB, Negeri Paman Sam memang punya hak 

istimewa.98 

Seperti yang telah diperkirakan sebelumnya draf resolusi itu gagal 

diadopsi karena veto AS, meskipun 14 negara anggota DK lainnya setuju. 

Veto AS sudah diperhitungkan Indonesia dan negara-negara OKI. Oleh karena 

itu, Indonesia dan dua negara OKI lainnya yaitu Yaman dan Turki 

97 https://kemlu.go.id/portal/id/read/23/halaman_list_lainnya/isu-palestina 
98 www.jawapos.com/internasional/19/12/2017. diakses pada tanggal 23 juli 2019 

https://kemlu.go.id/portal/id/read/23/halaman_list_lainnya/isu-palestina
http://www.jawapos.com/internasional/19/12/2017
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mengajukan resolusi serupa dalam sidang MU PBB. Langkah ini merupakan 

kesepakatan negara-negara OKI di Istanbul yang akan membawa resolusi 

penolakan keputusan AS ke MU PBB jika gagal di DK PBB.  

Pada tanggal 21 Desember 2017 sebanyak 128 negara mendukung 

resolusi MU PBB yang meminta AS menarik keputusannya mengakui 

Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Hasil pemungutan suara di MU PBB yang 

dilakukan pada tanggal 21 Desember 2017 menunjukkan mayoritas dukungan 

pada resolusi PBB. Sebanyak sembilan negara menentang, dan 35 negara 

abstain. 

“Sebagai Presiden MU PBB, Indonesia akan melakukan lobby-lobby 

untuk memperjuangkan Palestina. langkah kongkrit dalam upaya 

untuk mendukung Palestina mendapatkan hak-haknya.”99 

Hasil dalam MU PBB menunjukan bahwa mayoritas Negara-negara 

dunia  memberikan dukungan kepada Palestina. Sebanyak 128 negara 

mendukung resolusi untuk meminta AS menarik keputusannya mengkui 

Yerusalem sebagai Ibukota Israel, 9 negara menentang dan 35 negara absain 

dalam pemugutan suara MU PBB pada tanggal 21 Desember 2017. Sayangnya 

keputusan hasil pemungutan suara pada MU PBB tidak mengikat seperti pada 

DK PBB.100 

Kementerian Luar Negeri RI memaparkan respons Indonesia terkait 

hasil sidang yang meloloskan resolusi yang menentang pengakuan Donald 

99 Wawancara dengan Izza Maulida Muris, Fungsional Diplomasi, Direktur Timur Tengah,

Kementrian Luar Negeri Indonesia, pada tanggal 14 Mei 2019 
100 https://kemlu.go.id/portal/id/read/23/halaman_list_lainnya/isu-palestina

https://kemlu.go.id/portal/id/read/23/halaman_list_lainnya/isu-palestina
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Trump atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Tanggapan Indonesia 

dijelaskan dalam lima poin, yaitu101: 

a. Indonesia sambut baik hasil pemungutan suara di Majelis Umum

PBB, terhadap resolusi (Indonesia menjadi co-sponsor) mengenai

langkah unilateral Amerika Serikat atas Yuresalem.

b. Hasil (sidang darurat Majelis Umum PBB) tersebut menunjukkan

bahwa pemerintah dan rakyat Indonesia bersama mayoritas dunia,

mendukung perjuangan rakyat Palestina.

c. Indonesia mengharapkan agar semua anggota PBB menghormati

hasil tersebut, dan mendengar panggilan moral dan politis dunia

yang meminta perdamaian dan kemerdekaan bagi Palestina.

d. Untuk itu, Indonesia mendorong semua pihak mendukung proses

perdamaian Palestina-Israel yang dapat merealisasikan solusi dua

negara.

e. Indonesia akan terus melanjutkan perjuangan diplomasi bagi

kemerdekaan Palestina dan memberi bantuan konkret bagi

pembangunan Palestina.

Menurut Menteri Luar Negeri AS, Rex W. Tillerson, mengatakan 

waktu pemindahan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem butuh waktu 3 tahun. 

Untuk itu masih ada waktu 3 tahun bagi negara-negara lain untuk 

memperjuangkan hak-hak Palestina. Baik dalam berbagai forum multilateral, 

tidak hanya pada DK dan MU PBB, juga pada organisasi multilateral yang 

101 www.liputan6.com/global/read/3203932 diakses pada tangg 23 Juli 2019 

http://www.liputan6.com/global/read/3203932
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berada dibawah PBB. Diplomasi politik Indonesia dan negara-negara OKI 

harus dapat membangun kerja sama untuk membangun kepedulian pada isu-

isu kemanusiaan.102 

Demi mewujudkan perdmaian di Palestina, Indonesia berusaha 

Implikasi dari politik luar negeri Indonesia ini tentunya bisa jadi 

positif, dimana bangsa lain akan dapat menyegani Indonesia sebagai bangsa 

yang kuat serta dapat bersikap keras pada isu tertentu dan pada saat 

dibutuhkan. Namun dalam rangka menunjukkan ketegasan terhadap bangsa 

lain, Indonesia dapat terperangkap dalam efek retaliasi dan penggandaan 

102 Jurnal PIR Vol. 2 No. 2 Februari 2018, diakses pada tanggal 28 juni 2019 
103 Wawancara dengan Izza Maulida Muris, Fungsional Diplomasi, Direktur Timur Tengah,

Kementrian Luar Negeri Indonesia, pada tanggal 14 Mei 2019 
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menguatkan soliditas antar negara-negara anggota OKI untuk bekerja sama 

dalam misi perdamaian konflik di Yerusalem. Hal ini mengingat kondisi tidak 

semua negara termasuk beberapa negara Timur Tengah member kecaman 

keras atas keputusan Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel. 

pada anggota OKI sendiri terlihat bahwa negara Mesir, Arab Saudi dan Uni 

Emirate Arab sangat lunak terhadap AS. Menurut 3 negara tersebut isu 

Palestina menjadi beban tersendiri. Pada satu pihak negara tersebut ingin 

menjalin hbungan dengan Israel dalam menghadapi Iran,  namun dipihak lain 

isu Palestina menjadi ganjalan untuk berhubungan secara resmi sepnjang 

masalah Palestina belum terseleseikan. 

“Indonesia pada forum-forum multilateral selalu menggaungkan 

dukungan untuk Palestina, hal tersebut untuk mencari dukungan 

terhadap perdamaian Palestina dan Israel, baik dari negara-negara 

OKI, ASEAN dan sebagainya.”103  
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(multiplier effect). Negara lain bisa saja melakukan retaliasi terhadap 

kebijakan keras Indonesia. Kemudian jika Indonesia melakukan retaliasi juga 

terhadap retaliasi tersebut maka efek penggandaan bisa saja terjadi sehingga 

terjadi eskalasi ketegangan di antara Indonesia dengan negara tersebut. 104 

sumber daya alam dan sumber daya manusia di Palestina sebagai negara yang 

rawan akan pengusakan alam. 

104 Agenda dan Tantangan Politik Luar Negeri Bebas Aktif: Sebuah Refleksi Teoritis, oleh Anak 

Agung Bayu Perwinta 
105 Wawancara dengan Izza Maulida Muris,  Fungsional Diplomasi, Direktur Timur Tengah, 

Kementrian Luar Negeri Indonesia, pada tanggal 14 Mei 2019 
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Hal ini tentunya harus diantisipasi dan disiapkan skenario untuk sebisa 

mungkin mencegahnya sampai batas tertentu. Implikasi negatif lainnya adalah 

kemungkinan berkembangnya citra negatif bagi Indonesia sebagai dampak 

dari hubungan yang kurang harmonis dengan beberapa negara. Pada saat 

Indonesia ingin meningkatkan kepemimpinan dan kontribusi di dalam 

kerjasama internasional, tentu citra negatif bukan merupakan pondasi yang 

baik untuk memulai inisiatif. 

“Bantuan Indonesia untuk  Timur Tengah khususnya Palestina yang 

terdampak konflik berupa bantuan materiil maupun moril. Untuk 

bantuan materiil pemerintah Indonesia member bantuan meliputi 

capacity building, dan juga pembebasan bea pajak untuk membantu 

Palestina dalam hal perekonomian.” 105 

Bahwa keterlibatan Indonesia dalam menertibkan kemanusian dan 

pembangunan di palestina tidak berhenti dalam forum konfernsi Internasional, 

beragam upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan 



72 

b. Kebijakan Pembebasan Bea Pajak Produk dari Palestina

Menurut K.J Holsti dalam penerapannya ada 3 cara yang paling umum 

dalam melakukan kebijakan luar negeri yaitu perang, perdamaian, dan 

kerjasama ekonomi106. Sebagai bentuk bantuan Indonesia dalam sektor 

zaitun. Dalam hal ini Pemeritah Indonesia juga tidak membatasi volume 

barang impor yang masuk dari produk-produk Palestina. William D. Coplin 

dalam buku politik internasional menjelaskan bahwa  Ada 3 elemen penting 

dalam membahas dampak konteks internasional terhadap politik luar negei 

106 K.J. Holsti, Politik Internasional: Kerangka Analisa (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya. 1987) 

hal.82 
107 Liputan 6 , RI Bebaskan Bea Masuk Kurma Palestina Mulai 1 Januari 2018 
108 Peraturan Presiden Nomer 34 Tahun 2018 
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kerjasama ekonomi, Indonesia memberikan kebijakan pembebasan bea pajak 

untuk produk-produk Palestina. Hal ini setelah penandatanganan nota 

kesepakatan (MoU) yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan, Enggartiasto 

Lukita, dengan Menteri Ekonomi Nasional Palestina, Abeer Odeh pada tahun 

2017.107 

Sebelumnya produk ekspor yang masuk ke Indonesia dikenakan biaya 

5 persen. Namun, Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang pengesahan memorandum saling 

pengertian antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerinntah negara 

Palestina tentang fasilitasi perdagangan untuk produk tertentu yang berasal 

dari wilayah Palestina memberi perintah untuk membebaskan bea cukai pada 

produk-produk Palestina.108 

Produk yang pertama masuk dari Palestina yaitu Kurma dan minyak 
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suatu negara, yaitu geografis, ekonomi. Bahwa kebijakan bebas bea pajak 

yang dilakukan pemerintah Indonesia, demikian pastinya berdampak dengan 

kebijakan negara lain juga dalam hal ini palestina.109 

 “Sebelumnya produk-produk Palestina yang ke Indonesia dikenakan 

Nomor 11/pmk.04/2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 

nomor 229/pmk.04/2017 tentang tata cara pengenaan tarif  bea masuk atas 

barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan Internasional.111 

109 William D. Coplin. Pengantar Politik Internasional: Suatu telaah teoritis. (Bandung: Sinar

Baru, 1992) 
110 Wawancara dengan Izza Maulida Muris, Fungsional Diplomasi, Direktur Timur Tengah,

Kementrian Luar Negeri Indonesia, pada tanggal 14 Mei 2019 
111 https://engine.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/peraturan-menteri-keuangan-11pmk-042019
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Indonesia bersama Kementrian Keuangan dan Perdagangan 

tarif 5 persen, namun dengan pertimbangan Kementrian Luar Negeri 

menggunakan langkah baru dengan harapan pembebasan produk ekpor 

Palestina dapat membantu perekonomian Palestina. bahwa langkah ini 

pun disepakati oleh Presiden Indonesia sebagai langkah kongkrit 

dukungan terhadap Palestina.” 110 

Ekonomi merupakan bagian penting dalam konteks internasonal. Baik 

arus barang dan jasa maupun arus modal membuat negara-negara tertentu 

bergantung pada negara lain. Kebijakan ini mendapat apresiasi dari menteri 

luar negeri Palestina yang menunjukan keseriusan Pemerintah Indonesia 

dalam membantu Palestina. Hal tersebut juga membantu meningkatkan 

perekonomian Palestina yang masih tertinggal dikarenakan konflik yang 

berkepanjangan. Beberapa determinan dalam kebijakan politik luar negeri 

Indonesia khususnya pada pembebasan bea pajak produk Palestina akan 

dijelaskan 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

https://engine.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/peraturan-menteri-keuangan-11pmk-042019
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Kementrian Keuangan memberikan bebas bea pajak untuk produk yang 

berasal dari Palestina. 

Sebelumnya Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan 

meneken nota kesepahaman dengan Palestina untuk membebaskan bea impor 

Badan Pusat Statistik (BPS), total perdagangan Indonesia-Palestina pada 2018 

mencapai US$3,5 juta. Ekspor Indonesia ke Palestina sebesar US$2,8 juta atau 

meningkat 34% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sementara impor 

Indonesia dari Palestina naik 113% menjadi US$727.000. Produk ekspor 

Indonesia ke Palestina didominasi ekstrak, esens, konsentrat kopi, dan teh, 

112 https://nasional.kontan.co.id/news/menteri-perdagangan-teken-mou-zero-tariff-dengan-duta-

besar-palestina 
113 Wawancara dengan Izza Maulida Muris,  Fungsional Diplomasi, Direktur Timur Tengah, 

Kementrian Luar Negeri Indonesia, pada tanggal 14 Mei 2019 
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perdagangan antar negara. Pada tahap pertama, komoditas yang 

dibebastarifkan untuk Palestina adalah kurma dan minyak zaitun murni alias 

virgin olive oil. 

Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita menyampaikan 

penandatangan MoU dengan Duta Besar Palestina di Jakarta Zuhair Al-Shun 

ini merupakan perjanjian Pengaturan Pelaksanaan atau Implementing 

Agreement (IA) untuk meningkatkan perdagangan antar negara.112 

masyarakat pun mendukung kebijakan tersebut. hal ini semakin 

produk Palestina yang masuk Indonesia. baik ekskutif sampai 

“Tidak ada masalah dalam pengambilan kebijakan bebas cukai untuk 

memudahkan terealisasinya kebijakan itu dibuat.”113 

Perdagangan bilateral lndonesia-Palestina belum menunjukkan volume 

yang besar. Minimnya volume perdagangan kedua negara tidak terlepas dari 

kondisi dalam negeri Palestina yang terus dilanda konflik. Berdasarkan data 

https://nasional.kontan.co.id/news/menteri-perdagangan-teken-mou-zero-tariff-dengan-duta-besar-palestina
https://nasional.kontan.co.id/news/menteri-perdagangan-teken-mou-zero-tariff-dengan-duta-besar-palestina
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yang mencapai US$2,1 juta. Sementara itu, produk impor utama Indonesia 

dari Palestina mencakup kurma segar dan kurma yang dikeringkan senilai 

US$722.700, ditambah minyak zaitun, serta sekrup, mur dan baut.114 

Negara Israel. Fakta yang terjadi hanya 3 negara ASEAN yang tidak 

mengakui  yaitu Indonesia, Malasya dan Brunei yang mana 3 negara 

tersebut diketahui bahwa mayoritas penduduknya muslim.115 Menunjukan 

bahwa masih kuatnya dominasi Israel di Asia Tenggara. 

114 ekonomi.bisnis.com/read/20190723/12/1127754/palestina- .diakses pada tanggal 23 Juli 2019 
115 https://www.selasar.com/jurnal/29760/Israel-dan-Masyarakat-Ekonomi-ASEAN-2015 
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2.

A.

Analisa Kebijakan Luar Negeri Indonesia pasca diakuinya Yerusalem 

sebagai Ibukota Israel.

Determinan Internasional

Salah satu dari 4 faktor determinan politik luar negeri Indonesia 

terhadap kawasan Timur Tengah khususnya dalam konflik Israel-Palestina 

adalah international circumstances atau situasi internasional. Dimana, 

menurut Coplin, terdapat lima poin di dalamnya yakni lokasi geografis, 

kekuatan ekonomi militer negara tetangga, bentuk pemerintahan (agresif 

atau pasif), perjanjian dalam aliansi, serta adanya masalah bersama yang 

berujung pada isu internasional. Penulis kemudian mencoba 

mengelaborasikan beberapa poin menurut Coplin kepada peran Indonesia 

terhadap konflik Israel-Palestina. 

Faktor masih kuatnya hubungan Israel dengan negara-negara 

ASEAN membuat setengah hati Indonesia memberikan ketegasan dengan 

https://www.selasar.com/jurnal/29760/Israel-dan-Masyarakat-Ekonomi-ASEAN-2015
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Bagi negara-negara ASEAN, keunggulan Israel dalam hal 

teknologi pertanian dipercaya sangat penting untuk mewujudkan 

kemampuan pertanian di ASEAN. Hal ini ditandai dengan banyaknya 

negara-negara ASEAN yang telah mulai menggunakan teknologi dan 

aliran perdagangan baik dari dan menuju pelabuhan sangatlah 

116 Ibid 
117 Barry Buzan, An Introduction to Strategic Studies: Military Technology and International 

Relations,(Macmillan Press Ltd:London,1987) , hal 135 diakses pada tanggal 1 Agustus 2019 
118 Ministry of Trade and Industry of Singapore dalam Amitav Acharya, Singapore’s Foreign 

Policy : The Search for Regional order, (Singapore World Scientific Publishing Co.Pte.Ltd,2008),

hal 37 diakses pada tanggal 1 Agustus 2019 
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metode manajemen Israel dalam industri pertanian.116 

Seperti contoh negara Singapura Modernisasi kekuatan militer 

memang dilakukan oleh Singapura untuk menjamin survival dan eksistensi 

negara ini di dunia. Dengan demikian Singapura sangat memerlukan suatu 

pertahanan yang kredibel. Militer dan persenjataan memiliki beberapa 

fungsi penting untuk sebuah negara. Salah satu tujuanya adalah mencegah 

negara lain untuk menggunakan kekuatan militer sehingga terlihat begitu 

beresiko bagi negara tersebut.117 

Tidak hanya faktor geo-politik yang dapat menjelaskan mengapa 

Singapura melakukan suatu kebijakan memodernisasi, namun faktor geo-

ekonomi tentu menjadi suatu pertimbangan bagi Singapura untuk 

memperkuat sistem pertahanan negara Singapura.118 Karena kestabilan 

ekonomi juga bergantung pada keamanan maritim Singapura, kelancaran 
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vital.119Posisi Singapura yang strategis benar-benar member beberapa 

keuntungan dari segi geografis,ekonomi dan institusional.120 

Singapura merupakan negara yang mempunyai jalur strategis 

dalam perekonomian di Asia Tenggara. Singapura juga merupakan basis 

untuk 

119 MINDEF, Defending Singapore in the 21th Century, (Singapore : Ministry of Defense,2000), 

hal 2 diakses pada tanggal 1 Agustus 2019 
120 Chia Siaow Yue dan Jamus Jeroome Lim,”Singapore:A Regional Hub in ICT”, dalam Seiichi 

Masuyama dan Donna Vandenbrink 9eds), Towards a Knowledge-based Economy: East Asia 

Canging Industrial Geography, (Singapore:Institute of Southeast Asian Studies, 2003), hal 271 

diakses pada tanggal 1 Agustus 2019 
121 https://www.hidayatullah.com/kolom/catatan-akhirpekan/read/2004/07/16/2540/singapura-dan-

israel.html 
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bagi perusahaan-perusahaan Israel yang melakukan bisnis dengan 

Indonesia dan Malaysia. Sebagai salah satu center perekonomian di Asia 

Tenggara Singapura mempunyai daya tarik Internasional untuk 

bekerjasama ekonomi dengannya. Israel melakukan kerjasama ekonomi 

bisnis jembatan sebagai bertujuan Singapura dengan 

mengembangkan perekonomiannya di Asia Tenggara.121 

Singapura yang menjadi menjadi pusat transit kapal dagang 

dikawasan Asia Tenggara. Pelabuhan Singapura yang kini mengelola 

536,6 juta kargo merupakan bandara terbesar kedua di dunia. Bahkan pada 

2012, untuk pertama kalinya sebanyak 30 juta truk besar melintasi 

pelabuhan tersebut. Salah satu infrastruktur kebanggaan Singapura itu 

dilengkapi 204 dermaga lengkap dengan fasilitas derek untuk bongkar 

muat barang. Pelabuhan Singapura itu memang menjalankan fungsi 
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pengendalian perdagangan maritim yang menghubungkan banyak negara 

melalui jalur transportasi air.122 

Pada 2013, total perdagangan Singapura - Israel mencapai S$1.956 

milyar, melonjak 24.6% dari tahun ke tahun sejak 2012, menurut angka 

berkembang di bidang infrastruktur dan pertanian antara Israel dan 

Vietnam, dengan jumlah perdagangan antardua negara lebih dari $ 700 

juta. Hubungan itu semakin menguat saat pemerintah Israel menerima 

Duta Besar Vietnam pertama pada tahun 2009. Kedua pemerintah juga 

122 https://www.liputan6.com/bisnis/read/2049305/port-of-singapore-pelabuhan-yang-jadi-pusat-

dagang-123-negara 
123 http://itrade.gov.il/singapore/2014/01/17/singapore-israel-trade-hits-almost-s2-billion-2013/ 

diakses pada tanggal 1 Agustus 2019 
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dari Kedutaan Besar Israel di Singapura dan IE Singapura. Singapura 

adalah negara pengimpor dari Israel, dan Israel mengekspor sebagian besar 

peralatan listrik ke Singapura, sementara itu Singapura mengekspor 

sebagian besar mesin dan peralatan komputer ke Israel.123 

Selain itu, Singapura sebagai negara transit dan negara jasa juga 

memberikan peranan yang sangat signifikan. Hal tersebut dikarenakan 

kebijakan yang ada berusaha menjadikan Singapura sebagai negara dengan 

konsep dan framing yang modern. Singapura menawarkan berbagai 

fasilitas jasa seperti airport terbaik kelas dunia, rumah sakit berkelas 

internasional, sirkuit bergengsi Formulai 1, gedung orkestra dan 

pertunjukan musik yang megah. 

Selanjutnya hubungan Israel dengan salah satu negara ASEAN 

yaitu Vietnam. Dalam beberapa tahun terakhir, kerjasama telah 

http://itrade.gov.il/singapore/2014/01/17/singapore-israel-trade-hits-almost-s2-billion-2013/
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telah menyelenggarakan sejumlah konferensi untuk meningkatkan 

kemitraan ekonomi dua arah mereka seperti “Meet Israel” yang 

diselenggarakan di Hanoi. Menurut beberapa ahli, berkembangya 

hubungan Israel dengan Vietnam telah membantu ASEAN untuk 

Hubungan yang kuat antara Israel dan beberapa negara anggota 

ASEAN membuat “setengah hati” Indonesia dalam memberikan sikap 

kepada Israel. Walaupun dalam realitanya Pemerintah Indonesia 

memberikan kecaman kepada Israel sampai pemutusan hubungan 

diplomatik dengan Israel, namun disisi lain hubungan diplomasi Israel 

124 https://www.selasar.com/jurnal/29760/Israel-dan-Masyarakat-Ekonomi-ASEAN-2015 
125 Ibid 
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meminimalisasi kesenjangan antara Vietnam dan negara-negara blok 

lainnya.124 

Israel juga telah mempertahankan kerjasama bilateralnya dengan 

Filipina selama 57 tahun. Di Manila, pemerintah Israel telah mendirikan 

kantor atase ekonomi yang bertujuan untuk mempelajari peluang bisnis 

dan perdagangan di Filipina. Selama beberapa dekade, Israel juga 

merupakan salah satu mitra utama pertanian Thailand. Menurut beberapa 

laporan, ada lebih dari 20.000 warga Thailand yang bekerja di Israel dan 

hubungan keamanan juga telah menguat antara kedua negara. Bahkan, 

sejumlah pasukan Thailand telah dilaporkan menerima pelatihan militer 

dari veteran Israel. Tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan ekonomi 

yang pesat di ASEAN telah membangkitkan permintaan yang tinggi 

terhadap layanan kesehatan yang lebih baik dan terdepan.125 

https://www.selasar.com/jurnal/29760/Israel-dan-Masyarakat-Ekonomi-ASEAN-2015
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yang kuat dengan negara anggota ASEAN membuat sikap Indonesia 

dalam penolakan Yerusalem sebagai ibukota Israel masih “setengah hati”. 

B. Determinan Dalam Negeri

Selanjutnya Coplin menjelaskan determinan pengambilan 

komite atau lembaga yang didirikan pada 21 Januari 2002, yang bertujuan 

untuk memfasilitasi investasi bangsa Yahudi di seluruh dunia untuk 

menanamkan modalnya di Indonesia. Beberapa yang menjadi bidikan 

investor Israel di Indonesia adalah teknologi informasi (TI) dan pertanian. 

Indonesia memiliki semua (sumber daya ekonomi) dan banyak negara 

126 https://tirto.id/lewat-indonesia-kami-bisa-mengakses-negara-muslim-lain . Diakses pada 

tanggal 1 Agustus 2019 
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kebijakan luar negeri yaitu determinan dalam negeri. Perpolitikan dalam 

negeri memberikan pengaruh dalam pengambilan kebijakan luar negeri 

Indonesia. Hal ini akan memaparkan kondisi yang ada di dalam negeri 

yang menjadi determinan pengambilan kebijakan luar negeri Indonesia. 

  Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dinilai kurang 

tegas terhadap Israel karena masih banyaknya investasi Israel di Indonesia. 

Hubungan bisnis antara Indonesia dan Israel dimula sejak 1970-an, dan 

diawali dengan pembelian pesawat tempur lewat sebuah operasi intelijen 

yang melibatkan Benny Moerdani, kepala intelijen militer Indonesia, 

dengan perantara Amerika Serikat. Pesawat-pesawat ini, berjumlah 16 unit 

Skyhawk, dipakai oleh TNI Angkatan Udara dan digunakan salah satunya 

dalam pendudukan Indonesia di Timor Timur (sekarang Timor Leste).126 

Indonesia-Israel Public Affair Committe atau IIPAC adalah sebuah 

https://tirto.id/lewat-indonesia-kami-bisa-mengakses-negara-muslim-lain


81 

yang tertarik untuk bekerjasama dengan Indonesia, tak terkecuali Israel. 

Namun, ada permasalahn di wilayah politiknya, yakni kedua negara tidak 

memiliki hubungan diplomatik. Oleh karena itu, IIPAC memiliki peran 

kunci untuk menjembatani kepentingan bisnis, khususnya bagi para 

tahun yang lalu.128 

Hubungan yang sembunyi-sembunyi ini memberikan gambaran 

bahwa Indonesia masih setengah hati dalam memberikan kebijakan yang 

tegas kepada Israel. Masih banyaknya produk-produk Israel dalam pasar 

Indonesia juga sebagai faktor kurang tegasnya Indonesia dalam 

127 Benyamin Ketang, Kronologi Kerjasama Indonesia-Israel hal 36 
128 Ibid hal 40 
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keamanan dan memfasilitasi kepentingan bisnis Yahudi seluruh dunia dan 

investor Yahudi, yakni sebagai komite yang memberikan jaminan 

Indonesia yang berada di Indonesia.127 

Kendati tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, 

hubungan dagang bisa diteruskan dan dikelola dengan baik. Orah Korn, 

koresponden pada desk ekonomi di harian Dza Marker berbahasa Ibrani 

yang terbit di Israel, menulis laporan, Israel tengah berupaya memperluas 

jaringan dan hubungan ekonominya dengan negara-negara di Asia 

Tenggara, salah satunya adalah Indonesia. Tujuan dibukanya kantor 

dagang Israel di Jakarta sendiri, demikian Korn, adalah untuk memulai 

babak baru hubungan ekonomi antara Israel dan Indonesia. Ternyata, 

sebelum kantor dagang Israel itu dibuka di Jakarta, hubungan “gelap dan 

diam-diam” antara Indonesia dan Israel telah berlangsung sejak beberapa 
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mengambil keputusan tersebut. Berikut produk Israel yang berada di pasar 

Indonesia : Coca-Cola, Intel, L’oreal Group, Motorola, Marks & Spencer, 

Cisco, Ceragon, Siemens, Kimberly-Clark, News Corporation, IBM, 

McDonalds’s, Danone, Johnson & Johnson, Nestle, Revlon, Starbucks, 

kepada Palestina tanpa membuat kebijakan yang akan menganggu 

hubungan ekonomi dengan Israel. 

C. Determinan Pengambil Keputusan (Idiosyncretic)

Coplin menjelaskan Idiosyncretic menjadi faktor pengambilan 

kebijakan luar negeri Indonesia. pengambilan kebijakan luar negeri 

129 Detik.com, http://www.inminds.co.uk/boycott-israel.php, riset Warta Ekonomi 
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Estee Lauder, Caterpillar, Sara Lee, Aladdin, Delta Galil Group, 

Marks&Spencer.129 

Dari paparan diatas jelas membuat setengah hati kebijakan yang 

diambil oleh Indonesia menanggapi isu yang terjadi di Yerusalem. Disatu 

sisi Indonesia ingin mendukung Palestina untuk memperoleh hak-haknya 

sebagai negara yang berdaulat, disisi lain hubungan kerjasama ekonomi 

antara Indonesia dan Israel masih terlalu kuat. Oleh karena itu langkah 

yang diambil oleh pemerintah dengan memberikan kebijakan pembebasan 

bea pajak untuk produk Palestina. 

Selain itu barang-barang Israel sudah diterima oleh masyarakat 

Indonesia. Hal ini membuat pemerintah semakin dilemma dalam sikap 

tegasnya untuk Israel. Oleh karena itu pemerintah mengambil langkah 

tersebut menurut penulis sebagai langkah aman untuk member bantuan 
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dipengaruhi karaketistik seorang pengambil keputusan yakni Presiden. 

Dalam memahami perilaku pengambil keputusan kita tidak hanya 

menelaah problema-problema intelektual yang dihadapi oleh para 

pengambil keputusan tetapi juga memahami latar belakang pendidikan dan 

kebutuhan makan dan kesulitan dalam hal pembayaran uang untuk biaya 

sekolahnya. Masa kecil Jokowi banyak dihabiskan di bantaran kali 

karanganyar. Banyak aktivitas bermainnya dilakukan sepanjang sungai, 

mandi, cari telur bebek, memancing ikan, bermain layang-layang, main 

sepak bola dan sebagainya. Meskipun demikian, Jokowi kecil juga tahu 

130 Suwiknyo Dwi, Jokowi Pemimpin yang Rendah Hati, (Jakarta: Arus Timur, 2012),hal 78 
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pekerjaan pengambil keputusan yang dalam hal ini penulis akan 

menjelaskan latar belakang Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari masa 

kecil hingga dewasa. 

Jokowi lahir di Solo 21 Juni 1961 dengan nama asli Joko Widodo. 

Ayahnya bernama Noto Miharjo dan ibunya bernama Sujiatmi. Beliau 

anak sulung dari empat bersaudara. Tiga adiknya semuanya perempuan. 

Dari kecil beliau sudah terbentuk dengan sendirinya untuk bisa menjadi 

panutan bagi ketiga adik perempuannya. Ia tidak hanya berusaha menjadi 

contoh yang baik, tapi juga berusaha semaksimal mungkin untuk bisa 

melindungi dan memberi rasa aman bagi ketiga adiknya dan segenap 

anggota keluarganya.130 

Gambaran keluarga orang tua Jokowi dulu cukup sulit, kesulitan 

yang umumnya dialami keluarga miskin, seperti kesulitan memenuhi 
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bagaimana mengatur waktunya kapan ia harus bermain dan kapan beliau 

harus belajar.131 

Sebagai seorang muslim sejati, aktivitas Jokowi kecil memang tak 

jauh-jauh dari mengaji. Beliau juga seorang anak yang cukup patuh kepada 

Setelah menyelesaikan studinya di sekolah tingkat menengah atas, 

Jokowi melanjutkan kuliah ke Jurusan Teknologi Kayu, Fakultas 

Kehutanan, Universitas Gadjah Mada (UGM) dan lulus tahun 1985. Saat 

menjadi mahasiswa, Jokowi muda sudah belajar hidup prihatin. Prinsip 

hidup ini menjadi pengalaman berharga buat dirinya dalam berwirausaha. 

131 Adiguna, Warih Rangga. Jokowi Ahok: Duet Maut Pendobrak Wajah Kaku Birokrat + 

Program-Program Dahsyat (Yogyakarta: Palapa,2013).hal 57 
132 Ibid 
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kedua orang tuanya. Sehari-hari beliau selalu mencoba untuk 

menyempatkan diri membantu sang ayah yang bekerja sebagai seorang 

tukang kayu tersebut. Selain itu Jokowi juga suka membantu orangtua 

selepas sekolah, misalnya menagih pembayaran kepada pelanggan yang 

membeli kayu atau menaikkan kayu yang sudah dibel orang keatas 

gerobak atau becak.132 

Berasal dari keluarga sederhana menyebabkan Jokowi merasakan 

hidup yang sulit dan keras, sejak ia mulai bersekolah di Sekolah Dasar 

Negeri 111 Tirtoyoso, menjadi seorang kuli panggul, ojek payung dan 

berdagang sudah ia lakoni sejak kecil hanya untuk membiayai kebutuhan 

sekolahnya hingga makan sehari-hari.Lulus sekolah Dasar, ia kemudian 

masuk di SMP Negeri 1 Surakarta kemudian lulus dari sana ia melanjutkan 

sekolahnya di SMA Negeri 6 Surakarta. 
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Kondisi yang miskin membuatnya terpacu untuk tetap bersemangat belajar 

dan cepat lulus. Seorang politikus biasanya berangkat dari menjadi aktivis, 

tapi Jokowi berbeda, semasa kuliah Jokowi lebih senang ikut kegiatan-

kegiatan minat dan bakat seperti naik gunung, main basket dan sebagainya 

anyaman bambu. Waktu itu, pekerjaan dari mengolah kayu hingga 

membuat konstruksi dan mengecat mebel, dia lakukan sendiri dengan 

dibantu tiga orang tenaga. 

Tiga tahun setelahnya, bisnis mebel Jokowi mulai menampakan 

hasilnya. Ia mulai bisa mengekspor produksi mebelnya keluar negeri. 

Perjuangan Jokowi menjadi eksportir dimulai dari menjadi anak angkat 
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ketimbang sebagai aktivis. 

Setelah lulus kuliah pada tahun 1985, Jokowi bekerja di sebuah 

BUMN di Aceh selama 1,5 tahun. Tidak lama kemudia, tahun 1986, 

Jokowi pun menikah dengan Iriana, seorang gadis yang dipacarinya sejak 

masih kuliah dulu. 

Berhenti dari BUMN, Jokowi selanjutnya memutuskan pulang 

kampung ke Solo dan bekerja di CV. Roda Jati, sebuah perusahaan yang 

bergerak di bidang perkayuan. Sekitar tahun 1998, Jokowi kemudian 

merintis bisnis mebel sendiri. Bisnis mebel ini dimulainya dengan modal 

hutang. Jokowi menjaminkan sertifikat tana milik orang tuanya untuk 

mendapatkan pinjaman dari Bank. Awal perjuangan Jokowi dalam 

berbisnis mebel dimulai dari menyewa tempat yang sangat sederhana, 

sebuah tempat kecil yang terbuat dari gedheg, yaitu dinding yang terbuat 
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Perum Gas Negara. Jokowi mengenal perum gas negara melalui 

Desperindag. Saat itu ia diikutkan dalam kualisifikasi sehingga bisa 

mendapatkan bapak angkat. Pada awalnya, oleh Perum Gas Negara. 

Jokowi dipinjami deposito untuk modal pinjaman ke bank. Saat itu Jokowi 

Teknologi Kayu membuat Jokowi ingin menjadi pengusaha mebel. 

Background pekerjaan pengusaha Jokowi membuat kebijakan-kebijakan 

yang diambil oleh Joko Widodo dalam isu Yerusalem pasca diakui sebagai 

Ibukota Israel pun dalam bidang ekonomi. 

133Suwiknyo Dwi, Jokowi Pemimpin yang Rendah Hati, (Jakarta: Arus Timur, 2012), hal 80 
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hanya dipinjami Rp. 50 juta. Angka tersebut dirasa sangat kecil bagi 

Jokowi. Lalu Jokowi menunjukan rencana kerjanya kepada pihak Perum 

Gas negara. Akhirnya mereka percaya dan mau memberi pinjaman lebih 

besar kepada Jokowi. 

Tahun 1996, Jokowi berhasil meminjam uang yang kalau sekarang 

nilainya sekitar Rp. 600 juta. Target yang diberikan kepadanya adalah dua 

tahun harus bisa ekspor. Tapi, hanyan dalam jangka waktu 6 bulan Jokowi 

sudah bisa mengekspor. Utang pun mampu ia lunasi dalam waktu tiga 

tahun. Tahun berikutnya Jokowi bahkan bisa mendapatkan pinjaman lebih 

besar lagi.133 

Dari biografi singkat diatas dapat disimpulkan bahwa Presiden 

Jokowi sebagai muslim sejati sejak kecil. Beliau berasal dari keluarga 

sederhana pekerja kayu. Background pendidikan di UGM Jurusan 
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Latar belakang pemimpin sangat mempengaruhi kebijakan-

kebijakan yang diambil olehnya. Joko Widodo yang background 

pengusaha dalam kebijakannya menanggapi isu Yerusalem mengarah ke 

bidang ekonomi. Pembebasan bea cukai produk Palestina merupakan 
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langkah strategis yang diambil Jokowi untuk member dukungan kepada 

Palestina. 

Insting pengusaha yang dimiliki Presiden Joko Widodo membuat 

kebijakannya lebih mengarah kepada keuntungan untuk kedua pihak. Hal 

ini tidak akan bisa dilakukan oleh Presiden dengan latar belakang lainnya. 

Walaupun bisa namun kemungkinan itu kecil. Jokowi mempunyai 

keunggulan dalam bidang ekonomi dibanding presiden-presiden yang lain. 

Oleh karena itu mengapa pemerintah lebih mengambil jalan kebijakan 

ekonominya dalam menanggapi isu di Yerusalem. 

D. Determinan Kodisi Militer dan Ekonomi

Kekuatan militer dapat diukur melalui kapasitas militer yang 

meliputi jumlah personel, tingkat latihan, serta sarana dan prasarana 

militer yang dimiliki suatu negara. Sedangkan kekuatan ekonomi dapat 

diukur melalui Produk Nasional Bruto (PNB) atau Gross National Bruto 

(GNP) dan dapat pula diukur melalui neraca perdagangan (ekspor – impor) 

suatu negara. Neraca perdagangan dapat menunjukkan tingkat 

ketergantungan ekonomi suatu negara dengan pihak eksernal 

negaranya.Hal ini dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu negara 
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dalam bidang ekonomi. PNB atau GNP sendiri menunjukkan jumlah 

barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara. 

Kekuatan Militer Indonesia merupakan salah satu kekuatan militer 

terkuat di dunia. Mengutip dari harian online AECNewsToday.Com “The 

findings are in the latest Global Fire Power (GFP 2016 Ranking), which 

places the Indonesian National Armed Forces – Tentara Nasional 

Indonesia (TNI) – at number 14 in the world…”134 dari kutipan diatas 

menyatakan bahwa kekuatan militer Indonesia menduduki peringkat ke- 

14 di seluruh dunia. Sedangkan di kawasan Asia Tenggara Indonesia 

menduduki peringkat pertama diatas negara-negara anggota ASEAN 

lainnya135. Indonesia memiliki 476.000 personel militer, 418 unit tank, 441 

unit pesawat udara, dan 2 unit kapal selam dengan anggaran belanja 

pertahanan sekitar 6.900.000.000 USD.136Indonesia juga memiliki pasukan 

elit khusus yang terkenal di dunia, yaitu Komando Pasukan Khusus 

(KOPASSUS). 

Mempunyai kekuatan militer yang kuat tidak serta merta 

menjadikan Indonesia memiliki sikap tegas kepada Israel. Israel yang 

mempunyai dukungan penuh dari Amerika Serikat membuat Indonesia 

berpikir dua kali. Hal ini mengingat pernah adanya embargo dari Amerika 

Serikat dari tahun 1999 sampai 2005.  

134Jose Rodriguez T. 2017. GFP 2016 Ranks Indonesia as Asia Pacifics Military Might. Diakses 

dari https://aecnewstoday.com/2017/gfp-2016-ranks-indonesia-as-asia-pacifics-military-might/

pada 1 Agustus 2019 
135 Ibid 
136Ilyas I. Praditya.2017. Militer Indonesia Masuk Peringkat 14 Dunia Berkat Produksi Minyak. 

Diakses dari  http://bisnis.liputan6.com/read/2825829/militer-indonesia-masuk-peringkat-14-

dunia-berkat-produksi-minyak pada 1 Agustus 2019. 

https://aecnewstoday.com/2017/gfp-2016-ranks-indonesia-as-asia-pacifics-military-might/
http://bisnis.liputan6.com/read/2825829/militer-indonesia-masuk-peringkat-14-dunia-berkat-produksi-minyak
http://bisnis.liputan6.com/read/2825829/militer-indonesia-masuk-peringkat-14-dunia-berkat-produksi-minyak
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Indonesia sebagai negara yang mengandalkan peralatan 

persenjataan menggunakan produk-produk AS, menimbulkan efek 

ketergantungan dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan persenjataannya. 

Sebagai dampaknya, separuh kekuatan peralatan alutsista TNI tidak 

sanggup untuk beroperasi secara maksimal137 dan penurunan kualitas 

kinerja TNI akibat tidak adanya perawatan dan perbaikan alutsista, 

sehingga menimbulkan krisis pelaksanaan pertahanan dan keamanan 

Indonesia.138 

Ketergantungan tersebut menjadikan Indonesia masih “setengah 

hati” dalam memberikan sikap kepada Israel. Amerika Serikat menjadi 

pendukung Israel memang sudah diketahui semua negara. Hal ini terlihat 

ketika AS memberikan hak vetonya untuk menolak resolusi penolakan 

pengakuan terhadap Yerusalem pada sidang DK PBB. Indonesia perlu 

mempertimbangkan itu dalam sikapnya kepada Israel yang didukung 

penuh AS. Secara tidak langsung Amerika Serikat akan terus mendukung 

Israel dan akan melawan apapun yang dilakukan negara-negara yang 

melawan Israel. 

 Selanjutnya kondisi ekonomi Indonesia sebagai determinan 

kebijakan luar negeri Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 

pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2018 mencapai 5,17 persen. 

137 AnalisisMiliter.com, 2012, Embargo Militer: Masa Suram Alutsista Militer Indonesia, 

http://analisismiliter.com/artikel/part/8/Embargo_Militer_Masa_Suram_Alutsista_Militer_Indones

ia, diakses tanggal 1 Agustus 2019. 
138 Chakra Pratama Winarso, 2013, Hubungan Amerika Serikat dengan Indonesia Sebelum dan 

Sesudah Embargo Senjata, Dikaji Dalam Bidang Militer, Washington D.C, 
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Angka itu lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada 2017 dan 

2016 yang hanya mencapai 5,07 persen dan 5,03 persen.139 

Sektor impor-ekspor merupakan salah satu elemen yang membuat 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia semakin tumbuh. Kerjasama ekonomi 

yang terjalin antara Indonesia-Israel memang sudah terjalin lama. Produk-

produk dari Israel bisa melenggang masuk wilayah Indonesia. Begitu juga 

sebaliknya. Aktivitas perdagangan kedua negara tetap terjalin meski 

keduanya tidak terikat dalam hubungan diplomatik resmi.140 

Indonesia tercatat melakukan impor barang dari Israel senilai US$ 

77,7 juta. Realisasi tersebut naik drastis dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya yang cuma sebesar US$ 13,89 juta. Indonesia juga aktif dalam 

melakukan ekspor ke Israel. Realisasi ekspor Indonesia mencapai US$ 

138,87 juta dan US$ 116,9 juta pada tahun 2017 dan 2018. Kebanyakan 

produk kimia seperti gula fruktosa, sirup, alkohol, itu yang paling banyak 

diimpor dari Israel. Sehingga, jika Indonesia bermasalah dengan Israel 

sebagai dampak kejadian geopolitik saat ini, maka hal itu tak akan 

mengguncang perdagangan Indonesia.141 

Oleh karena itu Indonesia masih berhati-hati dalam bersikap tegas 

kepada Israel. Walaupun kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia 

meningkat. Namun, salah satu faktor dalam peningkatan tersebut termasuk 

139 https://tirto.id/bps-ekonomi-ri-tumbuh-517-persen-pada-2018-terbaik-sejak-2014-df6w Diakses 

pada tanggal 1 Agustus 2019 
140 finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3159726/ini-catatan-perdagangan-ekspor-impor-ri-

dengan-israel diakses pada tanggal 1 Agustus 2019 
141 https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171215140634-92-262645/ekspor-ri-ke-israel-

moncer-meski-tak-ada-hubungan-diplomatik diakses pada 1 Agustus 2019 

https://tirto.id/bps-ekonomi-ri-tumbuh-517-persen-pada-2018-terbaik-sejak-2014-df6w
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171215140634-92-262645/ekspor-ri-ke-israel-moncer-meski-tak-ada-hubungan-diplomatik
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171215140634-92-262645/ekspor-ri-ke-israel-moncer-meski-tak-ada-hubungan-diplomatik
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Indonesia. Hal tersebut semakin menyulitkan Indonesia dalam 

pengambilan sikap tegas kepada Israel dalam pengambilan kebijakan luar 

negerinya. 

kerjasama ekonomi ekspor-impor dengan Israel. Kebijakan yang diambil 

oleh pemerintah Indonesia menanggapi konflik yang terjadi antara Israel-

Palestina dengan membebaskan bea pajak produk Palestina sejatinya 

memilih jalan tengah. Disatu sisi member bantuan dan dukungan kepada 

Palestina, disisi lain sebagai langkah aman untuk hubungan ekonomi 

dengan Israel.  

Latar belakang Presiden Jokowi juga mendorong kebijakan luar 

negerinya menjadi suatu keuntungan buat Indonesia. Jokowi membuat 

suatu ancaman akibat kebijakan luar negeri menjadi suatu keuntungan. 

Insting pengusaha masih dipergunakan dalam hal pengambilan kebijakan 

luar negeri. Ketika isu yang sangat sensitif salah dalam pengambilan 

keputusan akan merugikan negara. 

Dari sektor ekonomi Indonesia masih mengandalkan investor dari 

Israel karena produk Israel banyak di Indonesia. Indonesia sangat 

diuntungkan oleh investor-investor dari Israel sebagai  sumber pendapatan 

negara. Sulit untuk Indonesia lepas dari dominasi tersebut karena produk 

tersebut sudah diterima dan menjadi konsumsi utama masyarakat 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan

Berbagai usaha telah banyak dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam 

menanggapi isu yang terjadi di Palestina. Pasca diakuinya Yerusalem oleh 

Amerika Serikat sebagai ibukota Israel Indonesia menyatakan merespon tegas 

akan hal tersebut. Dari uraian kebijakan luar negeri Indonesia terkait isu 

Yerusalem , dapat disimpulkan bahwa : 

Pertama, kebijakan luar negeri Indonesia dalam merespon isu Yerusalem 

tidak terlepas dari berbagai faktor mempengaruhinya, meliputi Indonesia sebagai 

penggagas KAA masih mempunyai hutang kepada Palestina untuk 

memperjuangkan kemerdekaannya sesuai amanah dari konstitusi,  kedekatan 

secara religio cultural membuat Indonesia terdorong untuk memberikan dukungan 

kepada Palestina, Keputusan Amerika Serikat tidak memberikan solusi damai 

antar kedua negara Israel dan Palestina bahkan semakin memperumit keadaan, 

Tindakan Amerika Serikat  melanggar perjanjian DK PBB dan Hukum 

Internasional. 

Kedua, Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia secara politis 

dengan cara berdiplomasi dan aktif pada forum-forum Internasional, serta untuk 

memberikan bantuan dan dukungan kepada Palestina, Indonesia membuat 

kebijakan pembebasan bea pajak produk Palestina yang masuk di Indonesia. 
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Ketiga, Analisa kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo 

yang terlihat masih setengah hati dalam mengambil sikap untuk Israel. Masih 

kuatnya dominasi Israel di Asia Tenggara serta masih banyaknya produk Israel 

yang berada dalam pasar Indonesia membuat Pemerintah setengah hati 

memberikan sikap tegas kepada Israel. Pengambilan pengambilan kebijakan 

ekonomi yang diambil oleh Presiden Jokowi mengacu pada latar belakangnya 

sebagai pengusaha membuat kebijakan luar negerinya mengarah ke bantuan 

ekonomi untuk Palestina. Dukungan penuh yang dilakukan Amerika Serikat juga 

membuat Indonesia berpikir dua kali dalam pengambilan sikap kepada Israel. 

B. SARAN

Dalam proses penelitian hingga penulisan laporan skripsi ini, peneliti 

sangat menyadari bahwa masih banyak kekuran dan ketidak sempurnaan peneliti 

menyampaikan penelitian maupun hasil penelitian. Peneliti membuka selebar-

lebarnya kesempatan untuk member masukan maupun saran yang dapat 

menyempurnakan penelitian serta menambah wawasan peneliti agar penelitian 

bisa lebih sempurna dan bermanfaat bagi penelitian kedepan. 
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